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ABSTRAK

FARIDA. E 111 02 039, Islam dan Demokrasi Dalam Pespektif ICMI. Di
bawah bimbingan Bapak Dr. Armin Arsyad. M,Si sebagai konsultan | dan
Bapak A. Naharuddin. §,IP, M,Si sebagai konsultan Il

Skripsi ini berjudul Islam dan Demokrasi Dalam Perspektif ICMI. Latar
belakang dari pengambilan judul skripsi ini adalah kehadiran ICMI sebagai salah
satu kubu politik dalam konstalasi politik Indonesia kontemporer yang sanagat
menarik untuk dicermati dalam apa yang dicita-citakan oleh ICMI yakni konsep
f masyarakat madani yang secara implisif mengandung tidak ada pembedaan
! suku, agama dan ras serta kelas-kelas tertentu. Inti pembahasan dalam skripsi
| ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis nilai persamaan Islam dan

demokrasi dalam perspektif ICMI dan untuk mengetahui peran ICMI dalam
implementasi nilai parsamaan. Teori yang digunakan adalah William Ebenstain
dan Aswab Mahasin.

i Dalam skripsi ini yang menjadi tipe penelitian adalah deskriptif analisis
dengan dasar penelitian adalah studi literatur. Jenis data yang digunakan adalah
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan
! adalah wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik pengolahan data yang
dipergunakan adalah secara kualitatif.

Dengan menggunakan metode penelitian di atas dalam penyusunan skripsi
ini, maka hasilnya menunjukkan bahwa dalam pandangan ICMI, nilai persamaan
Islam dan demokrasi terdiri dari dua indikator yaitu persamaan dalam periakuan
dan persaman dalam memperalen kersempatan. Nilai persamaan yang
dimaksudkan dalam Islam dan demokrasi adalah tidak adanya diskriminasi
terhadap warga negara tanpa memandang suku, agama dan ras (SARA) serta
kelas-kelas tertentu, dalam berkehidupan sosial. Dan adanya jaminan hukum
akan kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan fikiran.

Peran ICM| dalam mengimplementasikan nilai Islam dan demokrasi sudah
menunjukkan kemsajuan dalam berorganisasi walaupun tidak mendekati
kesempurnaan, mengingat adanya perbedaan latar belakang ideclogi vang
mereka miliki, Walaupun dalam ICMI mereka harus melepaskan baju ideologi
yang berbeda itu, akan tetapi ego sentral tidak bisa dihapus dari individunya.
| Implementasi dari Islam dan demokrasi adalah kesejahteraan untuk masyarakat
| secara umum tanpa melihat latar belakang suku, agama dan ras (SARA) yaitu:
| implikasi demokrasi yang llahiah bagi peningkatan kessjahteraan dan implikasi
| kesejahteraan yang bermakna.

i xi
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A. Latar Belakang Masalah

Sistem politik suatu negara memang seringkali punya pengaruh yang
cukup besar dalam memben makna apa yang disebut sebagai kaum
intelektual. Pada masa penjajahan Belanda, dimana sistem politik yang
diterapkan sangat monolitik, kaum intelegensia Indonesia didesak oleh
keadaan untuk mengambil peran dalam bentuk politik untuk menentang
kekuasaan asing dan membentuk kekuasaan baru yang bebas dan
kekuasaan kolonial.

Sebuah sistemn politik pun memerlukan berbagai prasyarat untuk dapat
diakui sebagai demokratis. Prasyarat tersebut telah dimiliki oleh Indonesia, di
antaranya kelengkapan perangkat demokrasi, seperti lembaga legislatif
berupa Dewan Perwakilan Rakyat dar tingkat daerah hingga pusat, maupun
jalur non-politik representasi masyarakat yang diakomodasi lewat Dewan
Perwakilan Daerah. Sistem pemilihan umum dilaksanakan secara langsung,
keberadaan partai-partai politik dibentuk masyarakat secara bebas tanpa
intervensi apapun dari kekuasaan, hingga sistem pers bebas yang dapat
memerankan fungsi-fungsi pengecekan dan keseimbangan (check and
balance). Kepala pemerintahan dari tingkat desa sampai tingkat nasional
telah dipilih langsung oleh rakyat. Perangkat-perangkat itulah yang telah

menggerakkan roda demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
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Partai politk dan Dewan Perwakilan Rakyat yvang merupakan
penjelmaannya memiliki kekuasaan yang demikian besar, sehingga acap kali
memasuki kekuasaan dalam ranah wilayah eksekutif. Sistem politik di
Indonesia telah full swing mengarah ke sistem demokrasi.

Pertanyaannya kemudian, apakah kemajuan demokrasi politik yang
terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini telah menghasilkan kemajuan bagi
terwujudnya kesejahteraan masyarakat luas sebagaimana yang menjadi cita-
cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Bila tingkat kesejahteraan masyarakat
dinilai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development
Indeks (HD1) yang dicapai, terdapat sedikit kemajuan selama beberapa tahun
terakhir. IPM Indonesia kini berada diperingkat 108 di antara negara-negara
di dunia setelah beberapa tahun sebelumnya pada tingkat 110. Namun
peringkat tersebut masih sangat rendah dibanding negara-negara tetangga di
Asia tenggara seperti Singapore, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Dengan seluruh potensi yang dimilikinya, Indonesia semestinya dapat
mencapai tingkat 90 atau bahkan lebih baik dalam tempo yang tidak lama.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa kemajuan demokrasi politik Indonesia
dalam beberapa tahun terakhir belum cukup nyata memberi pengaruh pada
kemajuan kesejahteraan masyarakat.

Seharusnya seperti dikemukakan terdahulu bahwa demokrasi
berjalan beriringan dangén kesejahteraan. Soekarmo, M.Natsir, Mohammad

Hatta, Tan Malaka dan Sutan Syahrir tak pelak lagi merupakan monumen
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dan sekaligus teks dar suatu zaman di mana kaum intelegensia, atau kaum
elit terdidik, sebagai konsekuensi dari tanggung jawab intelektualnya, harus
membentuk kekuasaan negara untuk kesejahteraan masyarakat mereka.
Walhasil, tidak sedikit dari kaum intelekiual radikal pada masa penjajahan ini
kemudian berubah status menjadi "elit politik™ atau "kelas penguasa”.

Di sinilah kontroversi mengenai peran dan hakikat intelektual bermula.
Ketika Indonesia merdeka, dan kaum intelegensia atau kaum terpelajar kita
dituntut kehadirannya untuk mengisi kemerdekaan, maka mau tidak mau
kaum intelegensia harus berurusan dengan kekuasaan. Masalah yang
kemudian terjadi ketika kaum intelegensia kini menjalankan misinya sebagai
kaum intelektual yang berada dalam lingkaran kekuasaan, dan akhimya
menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Atau tidak mempedulikan rakyat kecil
legi.

Kehadiran ICMI sebagai salah satu kubu politik dalam konstalasi politik
Indonesia kontemporer sangat menarik untuk dicermati. Dalam hal ini,
kehadirannya adalah mencoba menjadi wakil (corong suara) umat Islam
secara khusus dan masyarakat Inonesia secara umum. Apalagi, kalangan
Muslim sebagai sebuah enifitas poltik yang solid, yang mampu
mempengaruhi opini publik maupun kebijakan publik sudah lama absen sejak
rezim Orde Baru mencanangkan program depolitisasi massa rakyat, mulai

dengan dicairkannya kekuatan-kekuatan yang membangun orde ini diawal

1970-an.



Di tengah konflik sosial demikianlah ICMI muncul dengan akhifitas
palitiknya. Sebelum munculnya ICMI, kalangan Muslim lebih terkenal sebagai
sebuah kekuatan yang cenderung radikal. Radikalisme yang muncul di Aceh
kemudian Lampung dan Tanjung Priok adalah fenomena yang mengukuhkan
mitos tersebut . Performance "garis keras” ini muncul lebih merupakan bentuk
ketidakpuasan kelompok politik Muslim yang tidak mendapatkan bagiannya
setelah mereka (beraliansi dengan kekuatan politik kontra Soekarno dan PKI
lainnya) memenangkan “perang’ melawan Orde Lama. Padahal, menurut
mereka, tumbangnya Orde Lama juga atas ke-ikutsertaan mereka di front
depan. Jadi mereka merasa berhak untuk juga berbagi hasil atas kemenangn
aliansi kekuatan politik itu.

H.emunnulFan ICMI bila diperiksa lebih jauh sebenamya memancing
beberapa perdebatan menarik. Secara khusus seorang pengamat politik dan
UGM permmah berkata, "the dilemma for moslems is that they want to play
politic but they are always in a posisition to be co-optated” Dalam situasi
sekarang, ketika tuntutan akan demokratisasi muncul dimana-mana,
kemunculan ICMI dipertanyakan kembali jika dia tidak mampu memberikan
respon politik terhadap tuntutan-untutan “arus bawah" tersebut. Termasuk
jika ada gugatan bagaimana komitmennya terhadap problem obyektif rakyat
Indonesia di tengah kapitalisme yang eksploitatif.

Kemudian bagaimana perwujudan masyarakat madani yang dicita-

citakan ICMI, Dimana setiap warga negara yang resmi dan sah mempunyai
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hak politik yang sama. Hak dipilih untuk jabatan tertentu, hak berpendapat,
serta berkumpul, Hak dalam memperoleh perlakuan yang sama dan hak
dalam mempercleh kesempatan yang sama pula, tanpa pembedaan suku,
agama, dan ras, serta kelas-kelas tertentu. Jika hal tersebut telah dapat
terealisasi, konflik-konflik yang ada dapat diminimalisir sehingga
pembangunan untuk kesejahteraan warga negara bisa berjalan secara
optimal.

Namun realita yang ada, pembedaan hak warga negara sangat jelas,
misalnya dalam hal perlakuan, sehingga konflik tidak dapat terhindarkan dan
permbangunanpun tidak dapat berjalan dengan baik.

Melihat fenomena di atas, maka dirasakan perlu untuk mengkaji
sebuah penelitian Islam dan demokrasi (persamaan) dari sudut pandang
ICMI di Indonesia, termasuk di dalamnya menelusuri secara ilmiah individu

dan organisasi tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan 2 masalah sebagai
berikut
1. Bagaimana nilai persamaan dalam Islam dan demokrasi
berdasarkan perspektif ICMI 7

2 Bagaimana peran ICMI dalam implementasi nilai persamaan 7
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C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini ada 2 yaitu
1. Menggambarkan dan menganalisis nilai persamaan dalam Islam
dan demokrasi berdasarkan perspektif ICML.

2 Mengetahui peran ICMI dalam implementasi nilai persamaan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN
1. Manfaat akademik
a Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan iimu politik pada
khususnya vakni digunakan sebagai informasi bahan
perbandingan dalam kajian Islam dan demokrasi di Indonesia.
b, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi
peneliti selanjutnya yang bemiat meneliti hal yang sama.
2. Manfaat prakiis
a. Dengan pengetahuan dan pengamatan studi lapangan
dinarapkan organisasi ICMI sebagai organisasi yang sejalan
dengan nilai Islam dan demokrasi demi terwujudnya
demokratisasi di Indonesia.
b. Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi pihak lain
yang tertark untuk meneliti dengan topik dan kajian yang

Same,
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TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan
mempertegas dari aspek teoritis. Literatur-literatur yang bensi pendapat para
ahli, maupun website banyak digunakan untuk menyempumakan penelitian
ini.

Sehubungan pembahasan sebelumnya, maka bab Il ini lebih
memperjelas dari aspek teoritis. Secara konseptual akan dijelaskan beberapa
pengertian yang disertai dengan pendapat dari para ahli yang memiliki
hubungan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori dari max
Weber tentang agama dan kapitalisme. Dalam teorinya, Weber banyak
mencurahkan perhatian pada berbagai gagasan, terutama pada sistem ide-
ide keagamaan. Dalam hal ini, Weber terutama memusatkan perhatian pada
pengaruh gagasan keagamaan terhadap ekonomi. Weber memandang
gagasan sebagai kekuatan otonom yang besar pengaruhnya terhadap dunia
akonomi. Dalam karyanyaThe Protestant Ethic and The Spirt of Kapitalism
(1904-05/ 1958), 1a memusatkan perhatian pada Protestantisme terutama
sebagai sebuah sistem gagasan, dan pengaruhnya terhadap kemunculan

sistem gagasan lain, yakni semangat kapitalisme, dan akhimya terhadap
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sistem ekonomi kapitalis. Weber mencurahkan perhatian serupa terhadap
agama dunia yang lain, mempelajari bagaimana cara gagasan keagamaan
itu merintangi perkembangan kapitalisme dalam masyarakatnya masing-
masing. (Goerge Rither. 2003 : 35)

Weber juga membuat analisis rinci dan canggih tentang rasionalisasi
fenomena seperti agama, hukum, kota dan bahkan musik. Kita dapat
melukiskan cara berfikir Weber dengan satu contoh lain-rasionalisasi institusi
ekonomi. Diskusi ini tertuang dalam analisis Weber yang lebih luas tentang
hubungan antara hukum dan kapitalisme. Dalam studi sejarah bercakupan
luas, weber berupaya memahami mengapa sistem ekonomi rasional
(kapitalisme) berkembang di Baral dan mengapa gagal berkembang di
masyarakat lain di luar masyarakat Barat. Dalam studi ini Weber mengakui
peran sentral agama. Di satu tingkat, ia terlibat dialog dengan Marxis dalam
upaya untuk menunjukkan bahwa, bertentangan dengan keyakinan
kebanyakan Marxis di masa itu, agama bukaniah sebuah epifenomena
semata. Agama telah memainkan peran kunci dalam pertumbuhan
kapitalisme Barat, tetapi sebaliknya gagal mengembangkan kapitalisme di
masyarakat lain. Weber menegaskan bahwa sistem agama rasionallah
(Calvinisme) yang memainkan peran sentral dalam menumbuhkan
kapitalisme di Baral Sebaliknya, di belahan dunia yang ia kaji, Weber
menemukan sistem agama yang lebih irrasional (misainya, Konfusianisme,

Taoisme, Hinduisme) merintangi perkembangan sistem ekonomi rasional.
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Tetapi, pada akhirnya agama-agama itu memberikan rintangan sementara,
karena sistem ekonomi- dan bahkan seluruh struktur sosial — masyarakat
pada akhimya akan menjadi rasional, (ibit :40)

Berdasarkan tecri tersebut, penulis memberkan analisis tentang
tumbuhnya semangat kapitalisme dikalangan umat kristen protestan di Barat,
dikarenakan adanya keyakinan dikalangan para pembesar agama kristen
tersebut, Dimana lebih menekankan bahwa ide-ide kapitalisme sangat
berhubungan dengan apa yang menjadi keyakinan mereka.

Hal tentang agama dan kapitalisme juga terdapat dalam ajaran Islam.
Dalam Hadist sahih yang artinya tuntutiah duniamu seclah-oclah kau akan
hidup selamanya, dan tuntutlah akhiratmu seclah-olah kau akan mati esok .
juga terdapat dalam surah Al Jumu'ah ayat 8-10 yang artinya (9) hai orang-
orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada
hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan
tinggalkaniah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu
mengetahuinya (10) apabila telah ditunaikan sembahyang, maka
bertabaraniah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allsh dan ingatish
Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Contoh empirik yang dapat kita lihat yaitu riwayat hidup nabi
Muhammad SAW sebagai menerima dan menyampaikan wahyu bagi seluruh

umat manusia juga adalah seorang manusia yang wajib memenuhi
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kebutuhannya. Dalam pemenuhan kebutuhan beliau dan sahabat-
sahabatnya menjadi pedagang.

Dizaman modern seperti sekarang ini ideclogi kapitalisme dalam Islam
dapat kita lihat ketika seorang ustaz berdakwah di mesjid atau tempat-tempat
lainnya, membutuhkan imbalan berupa materi untuk memenuhi
kebutuhannya serta untuk kelangsungan hidupnya.

Dalam demokrasi, kapitalisme dan demokrasi itu sendiri merupakan
dua hal yang saling berkaitan. Perdebatan tentang demokrasi dan
pembangunan mengemuka sejak negara-negara Eropa Barat dan Amerika
Utara berhasil membangun negerinya dari kehancuran Perang Dunia Il
Demokrasi dianggap memiliki hubungan resiprokal dengan pembangunan
yang sukses diterapkan diwilayah tersebut. Semour Martin Lipset
mengkonseptualisasikan fenomena tersebut ke dalam teorisasi hubungan
modernisasi dan demokrasi yang terkenal. Barrington Moore Jr, dengan
karyanya menyuarakan pentingnya kelas borjuasi sebagai pilar utama
damokrasi. “tidak ada borjuis berarti fidak ada demokrasi”

Hasil positif pembangunan sebagaimana ditunjukkan oleh negara-
negara ropa Barat dan Amerika Utara oleh Lummis berpendapat bahwa
pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih pesat jika dilaksanakan di
bawah alam demokrasi. Keyakinan ini bermuara pada kenyataan bahwa
negara-negara yang relatif makmur sekarang ini adalah negara-negara yang

menyebut dirinya sebagai negara demokratis. (Suyatno 2004 :31-32)
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Berdasarkan teori tersebut, menurut hemat penulis bahwa demokrasi
ity hanya dapat tumbuh di masyarakat yang tingkat ekonominya sudah
mapan. Karena ketika masyarakat masih berada dalam ruang kemiskinan
maka kestabilan demokrasi tidak akan pernah terwujud, disebabkan
masyarakat hanya memikirkan masalah pemenuhan kebutuhan pribadi.

Berikut akan dijelaskan beberapa teori tentang konsep Islam, konsep
demokrasi, konsep implementasi, kerangka pemikiran, skema alur fikir dan
definisi operasional yakni ;

A. Konsep dan nilai Islam

Bardasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:388) Islam adalah
agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada kitab
suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Aliah SWT.

Sementara itu kata lslam (Al-lsfam) secara etimologis mempunyai
konotasi takluk (ingiyad) dan berserah dif kepada Allah (Ististam Li Allah).
Istilah tersebut selanjutnya dikhususkan untuk menunjuk agama yang
disyariatkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks inilah,
Allah menyatakan kata Islam sebagaimana termakiub dalam firman-Nya,
yang artinya sebagai berikut:

“Pada hari ini telah kusempurnakan uniuk kamu agamamu dan telah
kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah ku Ridhai Islam untuk menjadi
agama bagimu”. (Q3 Al-Maidah (5):3). Karena itu secara syar'i Islam adalah

agama diturunkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita, Muhammad SAW,
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untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan ma

dengan dirinya sendii dan hubungan manusia dengan sasamanya.
Hubungan manusia dengan penciptanya meliputi masalah-masalah agidah
dan ibadah, hubungan manusia dengan dirinya sendii meliputi akhlak,
makanan dan pakaian, hubungan manusia dengan sesamanya meliputi
muamalat dan persanksian,

Dengan demikian, Islam merupakan sebuah agama yang diturunkan
oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengatur hubungan
manusia dengan Tuhan-Nya, dengan dirinya sendiri, dan dengan
sesamanya. Dengan kata lain, syariat Islam bukan hanya mengatur seluruh
aktivitas fisik manusia, tetapi juga mengatur seluruh aktivitas hati manusia
yang biasa disebut aqgidah Islam.

Dengan definisi syariat Islam baik secara elimologis maupun
terminologis syari di atas, tampak jelas bahwa ruang lingkup syariat Isiam
adalah seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan agidah maupun
peraturan atau sistem kehidupan yang menjadi turunannya.

Agidah Islam adalah keimanan kepada Allah SWT dan para malaikat-
Nya, para kitab-kitabnya: kepada para Rasul-Nya; serta pada han akhir dan
takdir baik dan buruknya berasal dari Allah SWT semata. Aqidah Islam juga
meliputi keimanan pada adanya surga dan neraka serta seluruh perkara yang
berkaitan dengan semua itu. Demikian juga dengan hal-hal ghaib dan apa

saja yang tidak bisa dijangkau oleh indera yang berkaitan dengannya. Aqidah
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Islam merupakan pemikiran yang sangat mendasar (fikrah asasi). la mampu
memisahkan secara shahih problem mendasar manusia dari mana manusia
berasal, untuk apa manusia ada dan mau kemana setelah manusia mati.
Artinya aqgidah Islam merupakan pemikiran yang menyeluruh (fikrah kuiliyah)
yang menjadi sumber dari seluruh pemikiran cabang. la adalah pemikiran
mendasar yang membahas persoalan di seputar alam semesta, manusia,
dan kehidupan dengan pencipta dan hari akhir. Dalam konteks manusia,
hubungan yang dimaksud adalah hubungan dirinya sebagai hamba Allah
yang dutus ke bumi untuk menegakkan perintah-perintah Aligh.

Sebagai agama, Islam terdiri dari keyakinan atau iman dan rasa
memiliki, dan dalam praktiknya kedua unsur tersebut saling berinteraksi
Dalam interaksi ini, kehidupan sosial dan politik umat Islam didefinisikan
sacara berbeda-beda di kalangan kaum Muslim itu sendiri. Dalam hubungan
itu, penafsiran atas konsep syariah sangat krusial. Syariah berarti “jalan
menuju air, yakni jalan menuju sumber kehidupan” (Rahman, 1979 100).
Dalam konteks ini, sumber kehidupan adalah Allah sendiri. Berbicara secara
lebih teknis lagi tentang syariah sebagal “nilai-nilai agama, yang diungkapkan
secara fungsional dan dalam istilah-istilah yang nyata, untuk mengarahkan
kehidupan manusia, yang telah ditentukan oleh Allgh dimana manusia harus
menjalani hidup dengan mewujudkan kehendak Allah. Syariah mencakup

semua prilaku-spiritual, mental, dan psikis serta mencakup iman dan amal.”
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Dalam konsep Rasyid Ridha (Eyanat, 1982) yang cukup berpengaruh
tentang negara Islam, syariah memainkan peran penting, dan otoritas untuk
menafsirkannya hanya ada pada ahl al-hall wa al-‘agd, yaitu otoritas
keagamaan atau ulama (ibid:72). Meskipun demikian Rasyid Ridha
membedakan syariah ke dalam dua wilayah: wilayah ibadah dan wilayah
mu'amalah (hubungan sosial dan transaksi duniawi).yang terakhir ini menjadi
wilayah musyarah para pengambil keputusan, dan karenanya, produknya
adalah hukum manusia (ibid. 79).

Dalam negara Islam, menurut Ridha, para pengambil keputusan
adalah seorang ulama. la berargumen bahwa ulama “idealnya diposisikan
uniuk berperan sebagal wakil alamiah dan asli dari umat lslam” {ibid:.77).
Para wakil ini mempunyai otoritas untuk memilih pemimpin nasional
(khalifah). Sayangnya Ridha tidak menjelaskan dengan tegas tentang
masalah siapa yang akan memilin wakil-wakil ini, meskipun ia menyatakan
bahwa “umat adalah jantung dari kekuasaan nasicnal” (ibid. 83).

Dari penjelasannya, perulis melihat Ridha hanya berteor secara
parsial, tanpa melihat solusi dari masalah yang dia sajikan sendiri.
Alasannya, karena konsep ulama yang dia jelaskan tidak secara gradual
digambarkan tentang spesifikasi ciri-cin, sifat dan sikap secara jelas seperti
apa ulama yang baik yang dia maksudkan. Kemudian apakah ulama ini
memiliki kapabilitas yang baik dalam menjalankan syariah sesuai dengan

konteks kemasyarakatan saat ini.
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Dalam kasus syi'ah, yang dianut mayoritas rakyat Iran, pemimpin umat
hendaknya seorang imam. Sayangnya, dalam pandangan syi'ah imam masih
menghilang {ghaib), dan karenanya seseorang yang menguasai hukum harus
memimpin seraya menunggu datangnya imam, dan orang tersebut adalah
ulama, Gagasan Khomeini tentang wilayah al-fagih dikembangkan dari
keyakinan tersebut (Arjomand, 1993). Ulama (fagih) harus memimpin negara
yang menjalankan syariah.

Kekuasaan ulama ini juga ditemukan dalam konsep al-Maududi(1878)
tentang teo-demokrasi. A-Maududi, pendini jama'at-| Islami Pakistan, dalam
karyanya The Political Theory of Islam, merinci tiga prinsip:

1. Tidak ada orang, kelas atau kelompok, bahkan semua warga negara
secara keseluruhan, dapat mengklaim kekuasaan. Hanya Allah-ah
penguasa yang sesungguhnya, selain-Nya hanyalah mahkluk Allah;

2 Allah adalash pemberi hukum yang sesungguhnya dan kekuasaan
legislasi yang absolute hanya ada pada-Nya. Orang-orang beriman tidak
dapat membuat aturan dengan benar-benar bebas, juga tidak dapat
memodifikasi hukum apapun yang telsh diturunkan oleh Allah, bahkan
jika ada keinginan untuk memberiakukan hukum seperti itu atau
mengubah hukum Tuhan tersebut dengan suara bulat.

3  Sebuah negara [slam harus didasarkan pada hukum yang telah
ditetapkan Allah melalui Nabi-Nya. Pemerintah yang menjalankan

negara seperti itu layak ditaati dalam kapasitasnya sebagai suatu agen
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politik yang dibentuk untuk menerapkan hukum Allah dan hanya sejauh
itu negara bertindak. Kalau negara itu tidak menghiraukan hukum yang
telah diwahyukan Allah, perintah-perintahnya tidak mengikat orang-
orang beriman {al-Maududi, 1978: 271).

Al-Maududi menyatakan bahwa ulama adalah orang yang paling
mengetahui hukum Allah, dan karenanya ulama harus menjadi anggota
legislatif. Al-Maududi menyatakan bahwa umat Islam harus memilih diantara
ulama yang dianggap paling menguasai hukum Allah. Keterlibatan umat
Islam dalam memilih ulama menjadi konsep teokrasi "demokratif® dalam
konsep teo-demokrasi, dengan anggota legislatif hanya terdiri dari ulama,
dan rakyat memilih para calon anggota legislatif dari kalangan ulama tersebut

Berdasarkan dari beberapa tinjauan pakar |slam yang juga negarawan
ataupun politikus di beberapa negara |slam, pendapat yang disampaikan
cenderung hampir sama dari segi esensinya yakni Teo-demokrasi. Dengan
melihat bahwa hanya Allah SWT, sebagai penguasa darn seluruh kehidupan
di dunia ini. Adapun Al-Quran sebagai pedoman dan sumber dari sumber
hukum, juga hadits sebagai pemberi penjelasan yang lebih dari bahasa
ambigu Al-Quran. Yang pembawa wahyunya adalah malaikat, dan para nabi
sebagal suri tauladannya karena mengajarkan nilai-nilai keTuhanan dan
kemasyarakatan. Para ulama adalah orang yang berperanan penting, karena
sebagal imam agama dan imam pemerintahan. Yang nantinya para ulama ini

dipilin oleh rakyat, berdasarkan kemampuannya sebagai orang yang paling
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mengetahui hukum Allah. Dengan tidak melinat latar belakang etnis, suku
maupun ras-nya akan tetapi berpegang teguh pada seberapa besar
keimanan dan kemampuannya dalam mengurus umat. Nilai-milai persamaan
menjadi lebih penting, karena di mata Allah SWT semua hambanya adalah
sama, yang membedakan hanya kadar keimanan dan ketakwaannya
B. Konsep dan nilai Demokrasi

Diketahui secara umum bahwa demokrasi sebagai suatu bentuk
pemerintahan, berasal dari Yunani, yaitu pemerintahan (kratos) oleh rakyat
(demos). Sebagai sistem untuk mengelicla negara, akar sejarahnya dapat
dilacak hingga masa Plato, filosuf Yunani dari masa sekitar abad keempat
eehelum Masehi. Selama dua ratus tahun sistem pemerintahan ini dijalankan
di Atena, sampai kota ini diduduki oleh Macedonia. Sejak ilu, demokrasi
tenggelam dalam sejaraah dan baru muncul kembali sekitar tiga abad yang
lalu sebagai konsep politik (William, 1976).

Konsep demokrasi menskankan pada kedaulatan tertinggi untuk
mengelola kehidupan suatu bangsa atau negara adalah di tangan rakyat.
Setiap orang memiliki posisi yang sama untuk menentukan ke arah mana
suatu masyarakat atau bangsa harus melangkah. Dengan konsep ini
pengambilan keputusan untuk seluruh masyarakat bukan di tangan satu atau
beberapa orang tertentu saja yang dianggap memiliki kedaulatan mutlak atas

masyarakat dan bangsanya. Hak pengambilan keputusan itu justru berada
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pada diri setiap orang yang dilaksanakan oleh representasi suara terbanyak
masyarakat itu.

Konsep demokrasi seperti itu secara langsung menolak pandangan
bahwa terdapat orang tertentu yang memiliki kedaulatan penuh atau berhak
untuk mengambil keputusan bagi masyarakat atau bangsanya seperti yang
dianut sistern monarkhi atau kerajaan sebagai salah satu bentuk kekuasaan
otokrasi. Konsep demokrasi juga menolak pandangan teckrasi yang
menempatkan orang-orang tertentu memegang kedaulatan penuh atas rakyat
dengan mengatasnamakan Tuhan. Dalam Demokrasi, tidak ada satupun
manusia yang berhak mengatasnamakan Tuhan untuk mengambil keputusan
bagi masyarakat. Suara rakyat-lah yang lebih dipandang mewakili
'suaraTuhan', 'vox populi vox dei’. Dalam sejarah modern, praklek demokrasi
mendapatkan legitimasi yang kuat melalui Revolusi Prancis di abad 18 yang
menegaskan prinsip kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan: liberfe,
egalite, fraterming.

Arti dan makna demokrasi itu sendiri ditinjau dari berbagai sudut
pandang dan falsafah dapat melahirkan bermacam penafsiran dan defenisi.
Lawan demokrasi adalah otokrasi. Seperti juga demokrasi, otokrasi ada
banyak varian dan hibridnya. Tidak jarang sistem otoriter menggunakan
nama demokrasi, misalnya Republik Demokrasi Korea (Korea Utara) dan
Demokrasi Vietnam, yang jelas tidak menganut sistem demokrasi. Sebaliknya

ada pemerintahan dengan sistern monarki, yang dalam sejarah ingin dilawan
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dengan demokrasi (misalnya Revolusi Prancis) , sekarang sudah masuk ke
dalam kelompok demokrasi (meskipun dengan monarki diakui bahwa tidak
semua dilahirkan sama).

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak
asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan
hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi,
seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberfi (kebebasan), hukum
right (hak asasi manusia), dan seterusnya.

Dibawah ini akan diberikan beberapa defenisi yang mencoba
memecah beberapa variabel yang menjadi variabel-variabel kunci yang dapat
dilihat secara komparatif. Variabel-variabel tersebut antara lain; 1) beniuk
pemerintahan yang berbahaya; 2) kompetisi yang sesungguhnya dalam
mengejar kekuasaan, 3) mengijinkan partisipasi massa yang bersifat setara;
4) memberikan kebebasan sipil dan kebebasan lainnya yang membatasi
kekuasaan negara atas masyarakat. Dapat penulis kemukakan beberapa
pendapat tersebut antara lain;

Aristoteles dalam Suyatno (2004:33) sebuah konstitusi (politea)
barangkali diartikan sebagai sebuah organisasi dar sebuah negara-kota
(polis) yang secara umum memberikan perhatian pada pejabatnya saja,
khususnya pada pejabat yang memiliki kedaulatan dalam keseluruhan
masalah... Dalam demokrasi negara kota misalnya, rakyatlah (demos) yang

berdaulat... Ketika rakyat memerintah  negara-kota dengan  memiliki
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pandangan terhadap kepentingan umum, bentuk pemerintahannya disebut
dengan nama umurm ... Pemerintahan yang konstitusional ... Demaokras

H.L. Mencken dalam Suyatno (2004:34): "Demokrasi adalah sebuah
teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan
sangatlah berat.”

G.B. Shaw dalam Suyatno (2004:34) : “Demokrasi adalah ‘pemilu
pengganti' oleh pihak yang tidak kompeten dimana banyak kesepakatan
diselewengkan.”

Oxford English Dictionary dalam Suyatno (2004:34) : "Demockrasi
adalah pemérintahan oleh rakyat: bentuk pemerintahannya terletak pada
kedaulatan rakyat secara menyeluruh, dan dijalankan secara langsung oleh
rakyat... atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat.”

E.E.Schattschreider dalam Suyatno (2004:34) : *Demokrasi adalah
sisten politik yang kompetitif yang dimana terdapat persaingan antara para
pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan siternatif-alternatif
kebijakan publik, sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan.”

Adam Przeworski dalam Suyatno (2004:34). "Demokrasi adalah befuk
institusionalisasi  konflik yang ferus menerus...(dan) ketidakpastian,
menundukkan seluruh kepentingan yang tidak jelas. Demokrasi adalah
sistem yang memungkinkan partai politik kalah dalam pemilu. Adanya yang

dikelola oleh aturan-aturan dan adanya periode pemenang dan pacundang.”
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Philippe C Schmitter dan Tery Lynn Karl dalam Suyatno (2004:34) :
“Demokrasi adalah sistern politik dimana kelompok-kelompok yang berbeda
secara legal merupakan enfitas yang berhak berkompetisi untuk mengejar
kekuasaan dan dimana pemegang kekuasaan institusional dipilin oleh rakyat
dan bertangagung jawab kepada rakyat. *

Robert Dahl dalam Suyatno (2004:35) : "Demokrasi memberikan
kesempatan untuk 1) partisipasi secara efektif, 2) setara dalam hak suara, 3)
mencapai pemahaman yang baik, 4) menjalankan kontrol akhir terhadap
agenda,dan 5) melibatkan orang dewasa. Insitusi-institusi  politik penting
untuk mencapai tujuan-tujuan; 1) pejabat terpilin, 2) pemilu yang bebas, adi
dan rutin, 3) kebebasan berpendapat, 4) adanya sumber informasi alternatif,
5) atonomi asosiasonal, dan 6) kewarganegaraan yang inklusif.”

Pendapat Robert Dahl sangat utopis apabila dilihat dan konteks ke-
Indonesiaan, mengingat terkadang pesta demokrasi yang ada di Indonesia
justru sering melibatkan anak-anak kecil sebagai penggembiranya.
Keterlibatan orang dewasa juga tidak jelas, karena ukuran kedewasaan disini
apakan dilihat dan segi umurnya atau dari sifatnya.

lan Saphiro dalam Suyatno (2004, 35) : *kaum demokrat adalah
mereka yang komitmen terhadap pemerintahan oleh rakyat. Mereka
mendesak bahwa bukanlah para aristokrat, kaum monarki, filsuf, birokrat, ahli
atau para pemimpin agama yang memiliki hak untuk menekan rakyat untuk

menerima konsepsi umum tentang kehidupan wyang pantas. Rakyat
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seharusnya memutuskan untuk dirinya sendiri, melalui prosedur yang tepal
dalam keputusan kolektif, apa yang seharusnya mereka dapatkan secara
kolektif.”

Defenisi-defenisi diatas yang merentang dari yang berpandangan
minor (Aristateles, Mencken, dan Shaw) hingga ke pandangan optimis, meski
telah dicoba dalam beberapa variabel, acapkali masin membingungkan untuk
memperolen gambaran utuh sesungguhnya konsep demokrasi. Hal ini dapat
dimaklumi karena teorisasi demokrasi sebenarnya telah menempuh usia
yang sangat tua, mulai zaman Yunani Kuno hingga masa kini, dan terus
menerus tumbuh kembang secara pesat dan dialektis. Namun demikian
variabel-variabel di atas dapat menolong pemahaman dini tentang postur
demokrasi. Defenisi-defenisi  nampaknya terkesan sederhana, tetapi
sebenamya sejarah gagasan demokrasi sangatiah kompleks dalam
praktiknya.

Menurut penulis sendiri, dari pengertian beberapa pakar yang ada
memiliki inti yang hampir sama yakni bagaimana menjalankan kekuasaan
dengan cara yang baik dan adanya cara-cara manipulatif untuk mendapatkan
kekuasaan Dengan membawa kepentingan rakyat sebagai alasannya, agar
mendapatkan simpati dan empati. Teori yang ada dari pakar di atas tentunya
di dasarkan dari konteks sesual zamannya. Sehingga konsep demokrasi

yang betul sampai saat ini masih samar-samar untuk mendapatkan



kesimpulan yang pasti. Akan tetapi hanya bisa dipahami sesuai dengan
gejala-gejala yang ada dan realitanya.

Demokrasi kemudian mengandung prosedur-prosedur demi untuk
mencapai keputusan secara kolektif dalam suasana menjamin penyeriaan
secara maksimal yang boleh tercapai bagi mereka yang berkepentingan,
termasuklah kepentingan berikut:

1. Kepentingan hak untuk sama rata (persamaan)

2. Kepentingan golongan mayoritas yang memerintah dan jaminan kepada
hak yang minoritas. Ini adalah untuk memastikan keputusan kolektif
disetujui oleh sebagian besar suara untuk membuat keputusan tersabut.

3. Prinsip undang-undang

4. Jaminan untuk kebebasan berkumpul dan member pendapat dan hak-

hak kebebasan lain yang akan membantu menjamin siapa yang akan
membuat keputusan atau dipilih untuk membuat keputusan supaya
holeh memilih dari pilihan-pilinan terbaik.

Demokrasi sebenarnya cara atau metode unfuk mencegah satu
pemerintahan yang terus menerus ingin berkuasa untuk kepentingan pribadi
dan kelompoknya. Atau dengan kata lain yang berbeda sedikit, politik
demokrasi modern iglah pemerintahan dengan pamerintah
dipenanggungjawabhan dalam tindakan mereka dihadapan orang awam dari
rakyat jelata yang bertindak secara tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat

yang dipilih dalam satu masa pamilihan dan permufakatan.
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Sedangkan bagi pemikir-pemikir Islam, defenisi yang dipahami dari
demokrasi adalah sesuai dengan nilai-nilai syura yang diamalkan dalam
gjaran Islam. Walau demikian ada di kalangan pemikir Islam yang
menganggap dengan keyakinan penuh demokrasi tidak sesuai dengan Islam,
Demokrasi juga bermaksud penguasa politk dan segala hak politik
diserahkan kepada rakyat. Demokrasi juga bukan saja bentuk kerajaan tetapi
juga satu bentuk masyarakal. Namun ada sebagian pemikir I1slam mendesak

, supaya umat Islam tidak berfikir secara dikotomi demokrasi maupun dikiator
saja tanpa melhat elemen-elemen Islam seperti syura, keadilan, persamaan
yang lebih lengkap dan mantap sifatnya sudah tentu ia jauh daripada
sempurna.

Sudah banyak sekali teoriteori tentang demokrasi yang sudah
dirumuskan oleh para penulis, sehingga Robert Dahl dalam Suyaino

(2004:35) menulis bahwa
" there is no democratic theory-there are only democratic theories.”

Boleh dikatakan bahwa setiap penulis yang membahas demokrasi

_ memberikan pandangannya sendin tentang pengertian dan ciri-cir
. demokrasi. Tapi untunglah bahwa pendapat para penulis tersebut tidak
| berbeda banyak sehingga semua pendapat tersebut hanyalah berbeda dalam
istilah dan penekanannya. William Ebenstein dalam Maswadi Rauf (1997)

menyebutkan psikologi demokrasi dari konsep Demokrasi Barat, yakni
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(1) empirisme rasional, (2) penekanan para individu, (3) negara sebagai alat,
(4) kesukarelaan (voluntansm), (5) hukum di atas hukum, (6) penekanan
pada cara, (7) persetujuan sebagai dasar dalam hubungan antar manusia,
dan (B) persamaan semua manusia.

Henry B. Mayo dalam Maswadi Rauf (1957) mencatat ada paling fidak
Sembilan nilal yang mendasari demckrasi yakni: (1) menyelesaikan
perselisihan dengan damai dan secara sukarela, (2) menjamin
terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang
sedang berubah, (3) menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur,
(4) membatasi pemakaian kekerasan secara minimum, (3) adanya
keanekaragaman, (6) tercapainya keadilan, (V) yang paling baik dalam
memajukan ilmu pengetahuan, (8) kebebasan, dan (9) adanya nilai-nilai yang
dihasilkan oleh kalemahan-kelemahan sistem yang lain.

Menurut Amir Santoso ada empat prasyarat demokrasi, yakni
(1} eguality (persamaan), (2) rule of game , (3) bertoleransi terhadap
perbedaan, dan (4) kelas menengah yang kuat. Prasyarat ini sangat bagus
dilihat dari onsepnya walaupun dalam segi empiriknya tidak berbanding lurus.
Penulis lainnya menganggap bahwa ada enam ciri penting dari sebuah rezim
demokrasi: (1) hak suara yang luas, (2) pemilihan umum yang bebas dan
terbuka, (3) kebebasan berbicara dan berkumpul, (4) rule of faw, (5

pemerintah yang tergantung pada parlemen, dan (6) badan pengadilan yang

bebas.
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Untuk melengkapi berbagai ciri dan pengertian demokrasi, Samuel
Huntington dalam Saiful Mujani (2007:14) berpendapat bahwa sebuah sistem
poitik disebut demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling
kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilinan umum yang adil, jujur, dan
berkala, dan di dalam sistem itu para para calon bebas bersaing untuk
mempercleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan
suara. Defenisi ini ternyata memberikan ciri-ciri demokrasi lebih sederhana
dibandingkan dengan yang sebelumnya karena hanya menekankan pada
pemilu yang adil, jujur, berkala dan kompetitif serta adanya hak pilih bagi
rakyat.

Berbagai macam ciri demokrasi yang pada dasarnya tidak berbeda
secara prinsipil dan setiap butir saling melengkapi. Meskipun ada beberapa
yang sama, ciri yang bemacam-macam itu di dasarkan atas dua konsep
dasar dalam demokrasi yaitu kebebasan/persamaan (freedomieguality) dan
kedaulatan rakyat. Konsep persamaan dan kebebasan diantara semua
manusia melahirkan beberapa persyaratan sebagaimana disebutkan oleh
para ahli di atas. Konsep kebebasan/persamaan dalam hubungan antar
manusia, persamaan semua manusia, keanekaragaman, hak suara yang
luas, dan kebebasan berbicara dan berkumpul. Konsep kedaulatan rakyat
menghasilkan beberapa persyaratan demokrasi, yaitu negara sebagai alat,

rule of law, pemilihan umum yang bebas, terbuka, adil, jujur, berkala dan



kompetitif, pemerintah yang tergantung pada parlemen, dan pengadilan yang
bebas.

Ciri-ciri demokrasi yang disebutkan diatas penulis menganggap
sebagal prosedur atau tata cara yang mencakup empirisme rasional,
kesukarelaan, perselisihan’diselesaikan secara damai dan melembaga,
perubahan secara damai, pergantian pemimpin secara teratur, dan
penggunaan kekerasan secara minimum. Semua ciri ini tidak berkenaan
secara langsung dengan kebebasan/persamaan atau kedaulatan rakyat,
namun merupakan indikator bagi tegaknya demokrasi. Sebagai contoh,
demokrasi menginginkan diselesaikannya perselisinan politik secara damai,
bukan dengan jalan kekerasan. Bila cara-cara kekerasan masih sering
digunakan untuk menyelesaikan perselisihan politik, berarti nilai-nilai
demokrasi masih belum berkembang dengan baik di dalam masyarakat yang
bersangkutan.

Masyarakat selalu menjadi korban dari proses darn yang namanya
demokrasi. Elit sebagai orang yang bertanggung jawab penuh seolah-olah
tidak peduli sekalipun terkadang mengkambinghitamkan atas nama rakyat
ketika masalah-masalah yang ada tidak dapat diselesaikan. Demokrasi

kemudian menjadi Tuhan baru bag elit untuk mendapatkan apa yang ia

inginkan.
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C. Konsep Implementasi

Menurut Aswab Mahasin (1993:30), agama dan demokrasi memang
berbeda. Agama berasal dan wahyu sementara demokrasi berasal dani
pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki
dialektikanya sendiri. Namun begitu, tidak ada halangan bagi agama untuk
berdampingan dengan demokrasi. Dalam perspektf |slam elemen-elemen
demokrasi melipuli: syura, musyawarah, amanah, masulliyah dan hurriyah.

Pertama, syura merupakan suafu prinsip tentang cara pengambilan
keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Misalnya saja
disebut dalam QS. As-Syura;38 dan Ali Imran:159 dalam praktik kehidupan
umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl
halli wa-'aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga im lebih menyerupai
tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah (Madani,
1999:12). Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan
pertimbangan dan tanggung jawab bersama dalam setiap mengeluarkan
setiap keputusan. Dengan begitu, maka seliap keputusan yang dikeluarkan
oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyarawah
juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain
karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan
bersama.

Kedua, al-‘adalah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum

termasuk rekruitmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan
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secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotisme. Artinya
pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan
oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-
Mahl80; Q5. As-syura:15; al-Maidah:8; An-nisa’:58. Betapa prinsip keadilan
dalam sebuah negara sangat diperiukan, sehingga ada ungkapan yang
"ekstrim” berbunyi"negara yang berkeadilan akan lestan meskipun ia negara
kafir, sebaliknya negara zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatas
namakan) Islam"(Madani, :14).

Ketiga, al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang
merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan
kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya lerhadap
rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu
pemerintahan demi menghindari dar hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam
perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi
wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil
untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan undang-undang yang telah
dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan
rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus
amanah, memiliki sikap dan penlaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil.
Sebagian ulama, memahami al-Musawah ini sebagai konsekuensi logis dari
prinsip al-syura dan al-'adalah. Diantara dalil Al-quran yang sering digunakan

dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13,
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Keempat adalah al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan
yang diberikan sesecrang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan
atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dengan konteks
kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh
rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh
rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti
ditegaskan Allah SWT.dalam surat an-Nisa'":58. Karena jabatan pemerintahan
adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang
menerima jabatan seharusnya merasa prinatin bukan malah bersyukur atas
jabatan tersebut disinilah etika islam,

Kelima, al-Masuliyyah adalah langgung jawab. Sebagaimana KkKila
ketahui bahwa, kekuasan dan jabatan itu adalah amanah yang harus
diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab
bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan
sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus
dipertanggung jawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus
dipertanggaung jawabkan di depan Allah SWT.

Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah (Madani, 1999:13), bahwa
penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan
sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya
prinsip pertanggung jawaban (al-Masuliyyah) ini diharapkan masing-masing

orang berusaha untuk memberikan sesualu yang terbaik bagi masyarakat
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luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi
sebagal sayyid al-ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khadim al-
ummah (pelayanan umat). Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib
senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh
para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

Keenam, al-Hurmyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang,
setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan
pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijakl dan
memperhatikan al-Akhlag al-Karimah dan dalam rangka al-amr bi-'l-ma'ruf wa
an-nahy ‘an al-‘munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk
mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan
tidak adanya lagi pihak yang beani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi
tegaknya keadilan. Jika sudah tidak lagi kontrol dalam suatu masyarakat,
maka kezaliman akan semakin merajalela.

Jika suatu negara konsisten dengan menegakkan prisip-prinsip atau
alemen-elemen demokrasi di atas, maka pemerintahan akan mendapat
legitimasi dari rakyat. Dengan demikian maka roda pemerintahan akan
berjalan dengan stabil. Watak ajaran Islam sebagaimana banyak dipahami
orang adalah insklusif dan demokratis. Oleh sebab itu dokirin ajaran ini
memerlukan aktualisasi dalam kehidupan konkret di masyarakat. Dalam
realitas sejarah Islam memang ada pemerintahan otoriter yang dibungkus

dengan baju Islam seperti pada praktek-praktek yang dilakukan oleh
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sebagian penguasa Bani ‘Abbasiyyah. Tatapi itu bukan alasan untuk
melegitimasi bahwa Islam adalah agama yang tidak demokratis. Karena
sebelum itu juga ada eksperimen demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu
pada masa Nabi dan khulaufurrasyidin (Mahasin, 1999:31).

Menurut John L Esposito (2003), dalam tatanan demokrasi, para
aktivis, partai politik, asosiasi profesional, pendidikan, keuangan, pelayanan
kesehatan, organisasi hak asasi manusia bisa untuk terlibat. Scalnya dalam
sistem ini, pada dasarnya kekuasaan adalah dari dan untuk rakyat. Oleh
karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif
mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja
lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur
eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Menurut Olivier Roy dalam buku globalised Islam: The Search for a
New Ummah (2004) menyatakan bahwa perdebatan pada istilah atau konsep
Islam dengan demokrasi pada saat ini bukanlah menjadi persoalan yang
terlampau penting. Yang lebih penting adalah persoalan dukungan dan
keterlibatan masyarakat untuk  melakukan pembelajaran dan praktik
demokrasi. Tentu saja, ini berlaku pada sepanjang wakfu, kalangan atas dan
bawah, serta dalam keadaan damai atau konflik. Sebab, demokratisasi akan

bisa ditegakkan pada masyarakat nyata, jadi bukan pada hal atau visi abstrak

yang diinginkan masyarakat.
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Pada wilayah ini, maka para aklor demokrasi yang berbeda mesti
memberikan pemahaman internal tentang konsep yang Sselanjutnya
ditrasformasikan menjadi hal yang praktis dan dipahami masyarakat. Jadi,
bukan hanya selalu melakukan permainan retorika istilah atau definisi
administratif yang membingungkan rakyat. Pernyataan OQlivier Roy (1994) itu
memang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sebab, bila demokrasi betul-
betul bisa dilaksanakan secara prosedural dan substansial, maka partisipasi
publik yang luas untuk memutuskan apa yang terbaik untuk rakyat bisa
menjadi kenyataan. Jadi, persoalan pengertian dan cakupan demokrasi
memang sebenarmya sangat melindungi hak dan kedaulatan rakyat. Dan
semua aturan itu bisa dinegosiasikan lewat cara-cara yang beradab dan
terbuka. Qleh karena itu, yang diperiukan sekarang adalah melakukan
praksis demokrasi lewat aktor-aktor dan institusi yang bisa mendukungnya,

Berikut ini adalah tiga aliran pendapat dalam kategon penenimaan dan
penalakan terhadap demokrasi dari tinjauan Islam, yaitu

1. Golongan menolak demokrasi secara mutlak yaitu menanggapinya
sebagai satu peraturan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Antara
pendukung pendapat ini adalah Tagiyuddin al-Nabhani, Pengaggas Hizbut
Tahrir lslam dalam bukunya Mizam al-Hukm fi al-lslam, 1989 yang
pbahwa demokrasi adalah bertentangan dengan akidah

menyeabutkan
islamiah. Mereka mendakwa bahwa tidak ada apa-apa dalam tradisi Islam

33



yang serasi dengan kerajaan berperlembagaan dan perwakilan. Demokrasi
juga merupakan legalitas dari imperialis negara barat.

2. Golongan yang bersetuju dengan demokrasi secara mutlak
Golongan ini ialah Syeikh Muhammad Husein dalam artikelnya Tantih al-
Ummah wa Tanziyah al-millah yang menyeru berpegang kepada demokrasi
sebagal satu wasilah untuk menumbangkan diktator, Menurutnya, diktator
terbagl dua yaitu, diktator pelitik dan diktator agama, dan diktator agama
adalah yang paling sukar dihapuskan.

3. Golongan ini tidak menerima atau menolak secara mutiak, Meraka
membedakan demokrasi sebagai alat dengan demokrasi sebagai bentuk
pegangan. Golongan ini semakin mendapat tempat di kalangan umat Islam
sekarang ini. Termasuk dalam golengan ini seperti Muhammad Khatami,
Presiden Iran, Muhammad Mahdi Syamsuddin, seorang ulumak syiah, Yusuf
al-Oardhawi, Rashid al- Ghannoushi, Taufig al-Shawi dan Hassan al-Tubari
pendukung demokrasi Islami menekankan konsep-kensep syura, barah
permufakatan, ijtihad dan masalah untuk menunjukkan bahwa |slam tidak
kekurangan dalam landasan-landasan asas yang cocok dengan tata cara dan
maklamat demokrasi.

Di Indonesia sendiri, gerakan penolakan akan demokrasi yang paling
tajam adalah Hizbut Tahsir Indr::nsia_ {HT_I} vang merupakan anak cabang dari
Hizbut Tahrir yang bermarkas di Palestina. Organisasi gerakan [slamis ini

berjuang untuk menghidupkan kembali kekhilafan, yakni sebuah Konsep
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politik yang diklaim di dasarkan pada al-Quran dan Sunnah yang telah
dwujudkan dalam sejarah kerajaan Islam yang panjang. Sejak nabi
Muhammad SAW sampai kejatuhan imperium Utsmani. Dengan pemahaman
mereka yakni Khilafah Islamiyah, yang berlandaskan akan hukum Allah dan
bukan milik rakyat. Organisasi ini seringkali mendemonstrasikan perhatiannya
tentang pentingnya syariah Islam pada masyarakat Indonesia melalui aksi-
aksi bersama.

Apa yang disebut demokrasi adalah sama apa yang disebut dalam
ajaran |slam tentang keadilan, hak, perundingan dan persamaan. Ini karena
pemerintahan demokrasi memberi perhatian kepada elemen-elemen keadilan
dan kebenaran kepada rakyat dan rakyat berpartisipasi dalam menentukan
perkara tersebut.

Dr. Taufikal-Shawi menjelaskan bahwa demokrasi yaitu sistem politik
dan kenegaraan tetapi konsep shura dalam Islam lebih meluas dari itu karena
ia merupakan bentuk proses pendidikan ahklak bagi individu, masyarakat
untuk beriltizam dengan perbincangan dalam segala aspek. Shura
merupakan pembinaan akhlak, perangai dan nilai-nilai kemasyarakatan. |a
tidak terhadap dalam sistem kenegaraan, Syariat Islam telah mendahului
sistem demokrasi dalam membuat dasar-dasar pemerintahan karena ia
al-Hall wa al-'agd sebagai wakil umat dalam memilin

menjadikan ahff

pemimpin  atau mengawasinya. Selain iy, prinsip pemisahan antara

perundangan dan pemerintahan adalah perbedaan yang substansial bagi
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sistem Islam, karena ia berkaitan dengan kedaulatan syariat atas pemerintah
dan kemandifiannyadari para penguasa. Ini merupakan ciri khas yang
membedakan syura Islamia dan menjadikannya lebih progresif daripada
sistem demokrasi sekarang.

Bagi golongan yang menolak demokrasi dan menanggapnya sebagai
satu kemungkaran karena mengamalkan konsep ‘hukum rakyat untuk rakyat’
yang berganti dengan konsep ‘hukum hanya milik Allah’ adalah satu
anggapan yang fidak boleh diterima menurut al-Qardhawi. Menurutnya,
prinsip’hukum untuk rakyat' dalam demokrasi sama sekali tidak berganti
dengan prinsip perundangan |slam. Malah prinsip demokrasi itu berganti
dengan ‘hukum individualisme' yang menjadi asas kepada tmbulnya
kediktatoran. Menurutnya, sistem demokrasi adalah menentang kuasa
kediktatoran yang menindas rakyat. Perkara terpenting bagi mereka yang
memperjuangkan demokrasi ialah mengusahakan agar rakyat memiliki
kebebasan penuh untuk memilin para pemimpin yang sesual dengan
kehendak mereka dan agar mereka memperhitungkan tindak—tanduk orang
yang memimpinnya, menolak perintahnya jika bercanggah dengan falsafah
bangsa atau menurunkannya jika terbukti menyeleweng serta enggan

menerima nasihat dan teguran rakyat.

Umat Islam secara umumnya telah menerima demokrasi sebagai

mekanisme yang terbaik untuk membangunkan negara. Demokrasi meskipun

banyak kekurangannys merupakan warisan kemanusiaan yang tidak ternilai
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unggul untuknya. Sekalipun namanya yang berbeda, akan tetapi biasanya

yang muncul secara substansi teori dan prakteknya sama.
D. Kerangka pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori dari max
Weber tentang agama dan kapilalisme. Dalam teorinya, Weber banyak
mencurahkan perhatian pada berbagai gagasan, teruiama pada sistem ide-
ide keagamaan. Dalam hal ini, Weber terutama memusatkan perhatian pada
pengaruh gagasan keagamaan terhadap ekonomi. Weber memandang
gagasan sebagai kekuatan otonom yang besar pengaruhnya terhadap dumia
ekonomi. Dalam karyanyaThe Profestant Ethic and The Spirit of Kapitalism
(1904-05/ 1958), ia memusatkan perhatian pada Protestantisme terutama
sebagai sebuah sistem gagasan, dan pengaruhnya terhadap kemunculan
sistem gagasan lain, yakni semangat kapitalisme, dan akhimya terhadap
sistem ekonomi kapitalis. Weber mencurahkan perhatian serupa terhadap
agama dunia yang lain, mempelajari bagaimana cara gagasan keagamaan
itu merintangi perkembangan kapitalisme dalam masyarakatnya masing-
masing. (Goerge Rither. 2003 : 35)

\Weber juga membuat analisis rinci dan canggih tentang rasionalisasi
agama, hukum, kota dan bahkan musik. Kita dapat

fenomena seperti
melukiskan cara berfikir VWeber dengan satu contoh lain-rasionalisasi institusi

ekonomi. Diskusi ini tertuang dalam analisis Weber yang lebih luas tentang
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hubungan antara hukum dan kapitalisme. Dalam studi sejarah bercakupan
luas, weber berupaya memahami mengapa sistem ekonomi rasional
(kapitalisme) berkembang di Barat dan mengapa gagal berkembang di
masyarakat lain di luar masyarakat Barat. Dalam studi ini Weber mengakui
peran sentral agama. Di satu tingkat, ia terlibat dialog dengan Marxis dalam
upaya uniuk menunjukkan bahwa, bertentangan dengan keyakinan
kebanyakan Marxis di masa itu, agama bukanlah sebuah epifenomena
semata. Agama telah memainkan peran kunci dalam pertumbuhan
kapitalisme Barat, tetapi sebaliknya gagal mengembangkan kapitalisme di
masyarakat lain. Weber menegaskan bahwa sistem agama rasionalizh
(Calvinisme) yang memainkan peran sentral dalam menumbuhkan
kapitalisme di Barat. Sebaliknya, di belahan dunia yang ia kaji, Weber
menemukan sistem agama yang lebih irrasional (misalnya, Konfusianisme,
Tacisme, Hinduisme) merintangi perkembangan sistem ekonomi rasicnal
Tetapi, pada akhirnya agama-agama itu memberikan nintangan sementara,

karena sistem ekonomi- dan hahkan seluruh struktur sosial — masyarakat

pada akhirmya akan menjadi rasional. {ibit :40)



Berikut akan dikemukakan konsep Islam dan Konsep demokrasi yang
digunakan penulis :

1. Konsep Demokrasi

Kriteria psikologi demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh William
Ebenstein ada delapan yaitu (1) empirisme rasional, (2) penekanan pada
individu, (3) negara sebagai alat, (4) kesukarelaan (voluntansm), (5) hukum
di atas hukum, (6) penekanan pada cara, (7) persetujuan sebagai dasar
dalam hubungan antar manusia, dan (8) persamaan semua manusia. Dan
delapan nilai itu akan dianalisis nilai yang sejalan dengan Islam dan nilai
yang bertentangan dengan Islam. Nilai demokrasi yang sejalan dengan Islam
akan dianalisis implementasinya dalam ICMI

Robert Dahl dalam Suyatno (2004:35) @ "Demokrasi memberikan
kesempatan untuk 1) partisipasi secara efekiif, Z) setara dalam hak suara, 3)
mencapai pemahaman yang baik, 4) menjalankan kontrol akhir terhadap
agenda,dan 5) melibatkan orang dewasa. Insitusi-institusi politik penting

untuk mencapal tujuan-tujuan; 1) pejabat terpilih, 2) pemilu yang bebas, adil

dan rutin, 3) kebebasan berpendapat, 4) adanya sumber informasi alternatif,

5) atonomi asosiasonal, dan 6) kewarganegaraan yang inklusif

Henry B. Mayo dalam Maswadi Rauf (1997) mencatat ada paling tidak

Sembilan nilai  yangd mendasari demokrasi yakni: (1) menyelesaikan

perselisihan dengan damai dan Secara sukarela, (2) menjamin

tersel aranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang
erselengg
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sedang berubah, (3) menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur,

(4) membatasi pemakaian kekerasan secara minimum, (5) adanya
keanekaragaman, (8) tercapainya keadilan, (7) yang paling baik dalam
meamajukan ilmu pengetahuan, (8) kebebasan, dan (9) adanya nilai-nilai yang
dihasilkan cleh kelemahan-kelemahan sistam yang lain,

Menurut Amir Santoso ada empat prasyarat demokrasi, yakni
(1) equality (persamaan), (2) rule of game , (3) bertoleransi terhadap
perbedaan, dan (4) kelas menengah yang kuat. Penulis lainnya menganggap
bahwa ada enam cirl penting dari sebuah rezim demokrasi: (1) hak suara
yang luas, (2) pemilihan umum yang bebas dan terbuka, (3) kebebasan
berbicara dan berkumpul, (4) ruie of law, (5) pemerintah yang tergantung
pada parlemen, dan (6) badan pengadilan yang bebas.

2. Konsep Islam

Menurut Aswab Mahasin (1993:30), agama dan demokrasi memang

berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dan

pergumulan  pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki

dialektikanya sendiri. Namun begitu, tidak ada halangan bagi agama untuk

berdampingan dengan demokrasi. Dalam perspektif Islam elemen-elemen

demokrasi meliputi: syura, musyawarah,
pakan suatu prinsip tentang cara pengambilan

amanah, masulliyah dan hurriyah,

Pertama, Syura meru

keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Quran. Misalnya saja

disebut dalam QS As-Syura:38 dan Ali Imran:159 dalam prakiik kehidupan
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umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl
halli wa-'aqdi pada zaman khulafaurrasyidin.

Kedua, al-'adalah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum
termasuk rekruitmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan
secara adil dan bijaksana, Tidak boleh kolusi dan nepotisme. Artinya
pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan
oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-
Mahl:50; QS. As-syura:15; al-Maidah:8; An-nisa". 58

Ketiga, al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang
merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan
kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap
rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu
pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat.
Keempat adalah al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang
diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau

amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dengan konteks kenegaraan,

pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus

mampu melaksanakan kepercayaar tersebut dengan penuh rasa tanggung

jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil sepert ditegaskan
Allah SWT dalam surat an-Nisa"-58.

Kelima al-Masuliyyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kila

hui bahwa, kekuasan dan jabatan itu adalah amanah yang harus
ketahui bahwa,
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diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab
bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi.

Keenam, a-Hurmyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang,
setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan
pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan
memperhatikan al-Akhlag al-Karimah dan dalam rangka al-amr bi-'l-ma’ruf wa
an-nahy ‘an al-'munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk
mencegahnya.

E. Skema Kerangka Pemikiran

Milai Islam Milal demokrasi

l

‘ Nilai-nilai persamaan |slam dan demokrasi

|

nilai-nilai persamaan lslam dan demokrasi

\ lmplemaﬂtasi
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F. Definisi Operasional
Dalam pelaksanaan peneliian diperlukan adanya batasan-batasan

penelitian yang dioperasionalkan melalui sebagai berikut :

1. Nilai-nilai yang sama dalam Islam dan demokrasi adalah sesuatu
yang memiliki kemiripan atau gagasan yang sejalan. Hal tersebut

dapat dilihat dan dua indikator yaitu

a. Persamaan dalam perlakuan
b. Persamaan dalam mempercleh kesempatan

2. Peran adalah pelaksanaan tugas yang dilakukan seseorang

berdasarkan fungsinya dalam organisasi. Hal tersebut dapat dilinat

dari tiga indikator :
a. Ketua
b. Sekretars

c. Dewan Pakar
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BAB 1l
METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan ini akan diuraikan 5 aspek. Perama, lokasi
penelitian, kedua, tipe dan dasar penelitian, ketiga, jenis data, keempat,
teknik pengumpulan data, kelima, teknik dan analisis data. Kelima aspek ini
akan diuraikan lebih jelas.

A. Tipe dan Dasar Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif
analitis. Penelitian menggambarkan dan menganalisis masalah nilai
persamaan dalam Islam dan demokrasi serta implementasinya.
Penelashannya dilakukan secara intensif, mendalam dan mendetail dari
komprehensif berbagai variabel yang ditelusur. Studi kasus dilakukan
terhadap individu dan juga terhadap organisasi. Dengan mengkaji Islam dan

demaokrasi sebagai permasalahannya.

Dasar peneliian yang digunakan dalam penelitian adalah studi

literatur. Pendekatan seperti itu ditujukan pada beberapa individu atau

kelompok dengan mempelajari kenyataan-kenyataan pada obyek penelitian.

B. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan oleh penulis adalah:

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan
a. Data




menggambarkan dan menganilisis implementasi nilai persamaan Islam dan

demokrasi pada organisasi ICMI.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh
penulis. Data sekunder dimaksudksan untuk menggambarkan dan
menganalisis nilai persamaan dalam Islam dan demokrasi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh
penulis adalah sebagai berikut :
a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (inferviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan
jawaban atas pertanyaen itu, Penulis mewawancarai informan yang menjadi
sumber data secara langsung dan mendalam, dengan menggunakan

pedoman wawancara. Dalam hal ini wawancara hanya mempekaya wawasan

penulis akan informasi tentang ICMI.

b. Studi Pustaka

Selain melakukan wawancars penulis juga melakukan teknik

umpulan data studi pustaka, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang
peng

bardasarkan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian,

baca sumber-sumber literatur yang ada kaitannya dengan

samping itu penulis juga mengumpulkan dokumen-

Cengan mem

masalah penelitian ini. Di
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dokumen mengenai Islam dan demokrasi berupa buku-buku, jurnal, artikel,
majalah, surat-kabar, opini, dan informasi tertulis lainnya.

D. Teknik dan Analisa Data

Untuk menjawab masalah pertama dilakukan studi literatur. Studi
literatur dilakukan dengan menelaah buku, majalah, jurnal, artikel dokuman,
opini dan informasi tertulis lainnya. Telaah dilakukan untuk menemukan
kategori dan pola-pola nilai persamaan dalam Islam dan demokrasi.

Masalah kedua berusaha dijawab dengan melihat peran ICMI dalam
mengimplimentasikan nilai persamaan dalam Islam dan demokrasi untuk

menganalisis masalah persamaan itu.
Data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara akan
diolah dan dianalisa untuk melinat kecenderungan-kecenderungan tentang

penelitian yang dimaksud. Analisis data menunjuk pada kegatan

mengorganisasikan data ke dalam Susunan-susUnan tertentu dalam rangka

penginterpretasian data sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan

untuk menjawab masing-masing masalah penelitian dan  akhimya

diinterpretasikan atau disimpulkan, sesuai dengan masing-masing masalah
cenelitian yang diteliti. Adapun teknik pengoiahan data yand Sporanean
dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil porinn iy ascar

k al'tallf TEI'U.”k pengulahan {:latEt secara J":.UE!EtEtlf digurﬁhﬂn untuk
§ =1 .

alasan tentang nilai persamaan Ll

mendapatkan pen

dalam perspektif ICMI.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG ICMI

A, Histori ICMI

Sejak awal 80-an, di kalangan kaum muslimin Indonesia muncul
kegairahan beragama yang sangat tinggi. Gejala ini nampak dari kian marak
dan meningkatnya kaum muslimin yang menunaikan ritual-itual keislaman
seperti puasa, haji, shalat berjama'ah dan lain-lain. Ritual-ritual ini tidak saja
berlangsung di masjid atau majlis-majlis ta'lim, tapi juga dilakukan di instansi-
instansi dan kantor-kantor swasta maupun pemerintahan.

Di kalangan anak muda kampus, kegairahan ini diisi dengan kajian-
kajian dan diskusi-diskusi intensif terhadap ajaran Islam dari perspektif
multidisipliner. Dikalangan kelas menengah, kegairahan mencuat dalam
berbagai kegiatan sosial dan ritual keagamaan yang mereka gelar.
beratus-ratus halaman untuk merinci dan menjelaskan satu

Diperlukan

persatu hantuk-bentuk kegairahan kaum muslimin dalam beragama itw.

Namun secara umum gejala ini disebut sebagai bagian dari apa yang diyakini

dan orientasi yang berbeda satu sama lain terhadap

orang mempunyai visi

makna "kebangkitan lslam” itu.
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Dalam suasana yang disebut ‘kebangkitan® itulah, lahir Ikatan
Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di akhir tahun 1990, Segera setelah
kelahirannya bermunculan banyak reaksi yang menolak maupun yang
mendukung. Menarik untuk melihat bahwa salah seorang dari tiga tokoh neo-
modernis di bawah, Nurcholish Majid, mendukung pendirian ICMI, tapi dua
diantaranya, Dhojan Effendi dan Abdurrahman Wahid menoclaknya. Bagi
Dhojan dan Gus Dur, organisasi ini potensial untuk mengarah ke
*primordialisme”, "sektarianisme” dan "eksklusivisme”. Pendirian ikatan ini,
bagi mereka, merupakan langkah mundur pemupukan kehidupan pluralisme

selama ini (Syafi'i Anwar,1992).

Pendirian 1CMI bagaimanapun hasil alamiah dar kebangkitan Islam.

ICMI  dimaksudkan sebagai medium untuk terus memacu agenda

kebangkitan Islam itu. Salah salu agendanya itu adalah meningkatkan tingkat

kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat muslim.
ICMI merupakan kelompok yang dibentuk dari cendikiawan kelas

menengah dan kemudian banyak yang mengisi pos-pos dermokrasi, Isu yang

berkembang pada saat itu diistilahkan ijo royo-royo yang artinya adalah
proses pengislaman dalam organisasi tersebut. karena kedekatan ICMI
dengan santri-santri yand taat beribadah. Beberapa tokoh yang dekat dengan
glima TNI Faisal Tanjung, Ahmad Tiro

ICMI pada saat itu seperti; Pan

pgmﬂha, Islam kelas menengah adalah Islam yang

Sudiryo dan kalangan
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memang menginginkan adanya proses demokratisasi terjadi di Indonesia.

(wawancara Dr.Adi Suryadi Culla,M.5i)

ICMI muncul sebagai salah saty protagonis paling berpengaruh di |

awal 90-an yang menyuarakan keharusan keterwakilan umat Islam secara !

proporsional dalam struktur politik, sosial dan ekonomi Orde Baru itu. Dan

setidaknya sejak awal 80-an pula, tuntutan akan politik representasi itu |
membuah, ini jika memakai kalkulasi statistik seperti jumiah menteri, anggota
kabinet, dirjen departermen dan lain-lain. Dalam kosakata politik yang populer
sekarang, program di atas populer sebagai "politik representasi® (Ul

AbsharAbdalla, 1995).

Sejak didirikan 15 (lima belas) tahun yang lalu, lkatan Cendekiawan
Muslim Se-Indonesia (ICMI) merupakan organisasi kemasyarakatan yang
cukup banyak dibicarakan - dipuji, diharapkan, dikntik, bahkan “dituduh”

dengan bermacam-macam |atar belakang kasus masalah, baik yang bersitat

lokal nasional, bahkan internasional Baik pengurus atau aklivis ICMI, {_

kesemuanya itu sama harganya. Pujian telah meneguhkan keyakinan bahwa

langkah yang ditempuh selama ini ternyata benar, harapan umat adalah

ini telah mendapat tempat di hati umat dan bangsa, kritike

tantang relativitas manusia, babwa ICMI harus terus

pertanda organisas!

memberikan kesadaran

i n ' | dapat dijadikan
b sadangkan fuduhan bagi ICM
erbenah dan menata din,

buk untuk makin berhati-hati dalam melangkah, agar tidak salah mengerti
cCambukK u

' ICML
terhadap Iangkahﬂianglﬁlh perjuangan
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Sebagal kelompok masyarakat yang telah ditakdirkan Tuhan Yang

Maha Pencipta, lahir dan hidup di tanah air Indonesia yang beragam suku,

tradisi, dan agama., ICMI menyadari kehadirannya sebagai bagian yang Tak
terpisahkan dan keseluruhan membina saty negara kesatuan yang berbentuk
republik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UUD 45). Kesadaran itulah
yang membuat ICMI berkeyakinan bahwa demi kesatuan bangsa, maka ICMI
akan terus berjuang mempertahankan kokohnya persatuan bangsa
berdasarkan falsafah kenegaraan yang telah disepakati, yaitu pancasila

dan UUD 1945,

Untuk dalam pengabdiannya lkatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia
(ICMI), berjalan di atas figa sendi kebersamaan yang selalu beriringan, yaitu
(1) Isfam, sebagai sendi kehidupan spriual; (2) pancasila dan UU 1945

sebagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemnegara; dan (3)

iimu pengetahuan dan teknologi, sebagai sendi kecendikiaan. Sinergi
ketiganya diarahkan pada program jangka panjang ICMI yang dikenal dengan

orogram jangka ICMI yang dikenal dengan program tunggal 5 K ICMI, yaitu

peningkatan : (1) kualitas Iman dan Tagwa, (2) kualitas pikir, (3) kualitas

kerja;  (4)  kualitas karya; dan  (5)  hualtas  Hidup.

B. Badan-badan Otonom

i oleh ICMI sebagai pelaksana
tonom yangd dibawahi 0
Beberapa badan ©

la g dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan
ngsun

masyarakat
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I. Yayasan Dana Madani

Yayasan Amal Abadi Beasiswa-Orang Tua Bimbing Terpadu
(YAAB-ORBIT)

3, Forum Cendekia Muslimah Peduli (FCMP)
4, Pusat Koperasi dan Bisnis Usaha Kedil
5. Alisa Khadijah (Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia)
6. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIReM)
7. Center for Information and Development Studies (CIDES)
8. Majelis Sinergi Kalam (MASIKA-ICMI)
9, Kegiatan Franchise Sistem Pendidikan Islam Unggul Insan
Cendekia-ICMI
10. ICMI Peduli Aceh
C. Visi dan Misi

Dalam menghadapi berbagai tantangan internal keorganisasian dan

eksternal kebangsaan tersebut, ICMI mengembangakan visi yaitu * Menjadi

organisasi cendikiawan yang memberikan kekuatan imtag dan iptek

umat bagi terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, [CMI mengembangkan misi
ntu

(1) Mampu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan melalui

pembinaan akhlakul karimah, |
' ir melalui peningkatan kualitas system

i tkan kualitas fikir

(2) Mampu meningka

proses pendidikan,

51

e e s - e



(3) Mampu meningkatkan kusiitas karya dan kerja melalui peningkatan

kualitas sistem dan proses pelatihan

(4) Mampu meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan kegiatan

sosial dan ekonomi umat, serta karya dan Kinerja litbang yang berkualitas,
(3) Mampu meningkatkan kualitas keluarga dan  keturunan melalui a

pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

D. Fokus Program ICMI

Agar visi dan misi program ICMI dapat diaplikasikan secara nyata,
maka ditentukan focus-fokus program berdasarkan isu yang mendesak
(current issue) serta terkait dengan peluang dan kebutuhan riil masyarakat
yang dikenal dengan Pemberdayaan Ekenomi, Pendidikan, Informasi dan

Jaringan serta Kelembagaan dan Kaderisasi, program-program tersebut

meliputi :
a. Pemberdayaan Ekonomi

Keterpurukan ekonomi yang saat ini dialami masyarakat Indonesia

mestilah dibangun kembali dengan bertumpu pada kekuatan dan

ber daya yang tersedia dan bisa dimobilisr. Pemberdayaan
sSUMm

ekonomi mikro dengan mengembangkan pengusaha kecl dan

menengah merupakan pilihan yang harus dijalankan.

Perubahan paradigma pembagunan yang semula menempatkan
eru -
faktor produksi dengan sistem

sumber daya manusia sebagal

_4—-——__}



kebijaksanaan dan Pengelolaan yang sentralistis menjadi lebih

memandang eksistensi dan kesejateraaan manusia sebagai tujuan
pembangunan dengan system kebijaksanaan dan pengelclaan yang
lebih desentralistis merupkan peluang yang bisa dimanfaatkan.

. Pemberdayaan Pendidikan hﬁ
Mutu pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah memprihatinkan, baik
dari sisi pengeloalaan maupun dari sisi materi (substansi pendidikan).
Oleh karenanya, untuk mencapai visi dan misi ICMI, pemberdayaan
pendidikan merupakan kunci yang harus dilakukan .

. Pemberdayaan Informasi dan Jaringan

Informasi dan jaringan informasi tidak saja merupakan realitas yang
harus diterima sebagai akibat pesainya kemajuan teknologi informasi
(IT) melainkan merupakan kebutuhan dan tuntutan masa kini dan

masa depan.

Era digital dan dunia lanpa sarat kabel (wireless) mau tidak mau harus

._di salah satu sarana yang dikuasai oleh masyarakat bila ingin
men|a

bersaing, bahkan hanya untuk sekedar bisa survive. Oleh sebab itu |

t dan penguasaan informasi dan perluasan jaringan
penguatan

melalui berbagal
kat, misalnya dengan perluasan jaringan

media dan institusi  harus  terus
informasi
dikembangkan di masyara
a cetak, media glekiron

n. Oleh karend jtu program pemberdayaan masyarakat
kelembagaar.

y k bahkan perluasan jaringan
internet, medi
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t
untuk mampu memanfaatkan bahkan menguasai informasi harus

menjadi fokus perhatian,

Dalam kegiatan pemberdaan ini ICMI antara lain bisa memberikan
fasilitasi dengan mengembangkan data base- (basis data) yang
relevan bagi kegiatan pengembangan, antara lain ‘Pertama, data
tentang peta keunggulan (potensi) wilayah ; Kedua, Data potensi
sumber daya manusia; Ketiga, Data tentang peluang dan potensi
usaha.

. Pemberdayaan Kelembagaan dan Kaderisasi

Agar focus program pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan informasi
bisa berjalan dengan baik, maka periu didukung oleh kualitas
kelembagaan dan sumber daya manusia di tubuh ICMI sendiri. Oleh

karena itu ICMI perlu terus mengembangkan dan memperluas jaringan

kelembagaan seraya memberikan peningkatan kualitas SDM, terutama

yang ada di badan atonom dan Orsat yang menjadi ujung tombak

ICMI, khususnya dalam ran
DM ini dapat ditempuh dengan melakukan dalabase

gka mengantisipasi otonomi daerah.

Persiapan S

keahlian melalui pengembangan electronic member cards, seria

han. Oleh karenanya |CMI dan
gkaderan yang metodelogis, relevan dan

Batom-batom perlu
pelatihan-pelati

membuat maodul-modul pen

unggul.
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E. Strategi ICMI

Progra i :
gram yang direncana dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi
pendekatan sebagai berikut :

1. Fungsionalisasi dan Fasilitas

Program tidak menduplikasi program kerja dari lembaga-lembaga lain \
yang sudah ada. Program yang dijalankan hanya memperkaya
wahana pengabdian untuk mendorong pendayagunaan poetnsi
kelembagaan umat Islam yang sudah ada, sehingga program bersifat
khas yang pelaksanaanya dilakukan melalui kerjasama kemitraan
yang diarahkan juga untuk memperkuat potensi mitra kerja. Dengan
demikian ICMI hanya berfungsi sebgai fasilitator yang memungkinkan

lembaga yang ada tersebut dapat menjalankan tujuan lembaganya

secara efektif dan produktif

2. Institusionalisasi

Program kerja ICMI bersifat khas, yaitu memperkuat kelembagaan

yang telah ada dengan memperkenalkan gagasan baru yang seslal

dengan kebutuhan umat dan masyarakal Indonesia. Program kerja

diarahkan sebagai rintisan dan dikembangkan melalui lembaga yang
pru.fgggigrbal institusionalisasi dilaksanakan bila, baik di

ICMI memang helum tersedia secara

rasional dan
dalam maupun di fuar

professional.

55



s LI ARy S A S ot

3. Desiminasi

Program kerja dapat berfurgsi sebagai desiminasi atau perluasan dan
pemerataan informasi mengenai gagasan-gagasan baru yang bersifat
inovatif, rintisan, model-model dan kasus-kasus sukses dalam rangka
peningkatan 5-K di kalangan umat dan masyarakat.

4. Integrasi dan Jaringan
Program kerja berfungsi sebagai sarana integrasi dan perekatan umat
dan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Dengan
demikian semua program haruslah memberikan sumbangan kea rah

proses perekatan ukhuwah [slamiyah, persatuan dan kesatuan

bangsa.

5. Mobilisasi
Program ICMI harus memberikan manfaat bagi kebutuhan dan usaha

melakukan penghimpunan potensi umat dan masyarakat, sehingga

dapat diarahkan untuk mendukung upaya optimalisasi pendayagunaan

sumberdaya bagi pencapaian 5-K. Asset dan kesempatan yang U

terqali harusiah dikembangkan menjadi potenis nyata yang membawa
ergall

perubahan social yang dikehendaki masyarakat,
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F. Prinsip ICMI

Fokus program ICM) dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip-
prinsip sebagai berikut :

a. Terpadu dan Menyeluruh (Holistik-Integral)

Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program harus dilakukan
dengan pendekatan terpadu dan menyeluruh dan harus dihindarkan
pendekatan secara sektoral dengan tetap mengacu pada peningkatan
peran serta masyarakat. Program ICMI dikembangkan untuk
menjawab masalah bangsa dengan bertumpu pada mutu pembagunan
Indonesia secara menyeluruh, sedangkan mekanisme internal dalam

tubuh ICMI dan hubungan kemitraan dengan pihak luar diarahkan
untuk mewujudkan tujuan ICMI.

b. Inklusivitas

Mengingat ICMI merupakan bangsa yang tak terpisahkan, maka

program ICMI adalah bagian dari program ICMI adalah peran aktif

dalam pembangunan nasional, balk pada tlahap perencanaan

( wan untuk UU, APBN dan peraturan Pemerintah Lainnya), tahap
masukan i

Sy dalam tahap evaluasi pelaksanaan
toring maupun
pelaksanaan, mon

suk dalam penyiapan sumber daya manusia.
d

pembangunan; ten

-
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c. Kecendikiaan
Program kera ICMI periu dikembangkan atas dasar sifat

kecendekiaan, yaitu keimanan dan ketagqwaan, kepekaan dan

profesionalisme, Disamping  itu, program  keria  ICMI  perlu

memanfaatkan iptek dan seni seoptimal mungkin. Kecendekiaan juga
terwujud pada pengutaman partisipasi, efisiensi dan produktivitas
masyarakat dalam kegiatan ICMi. Dalam pemanfaatan iptek, secara
implicit di dalamnya terkandung aplikasi prinsip-prinsip iptek berupa
keterbukaan, konsistensi, berkembang dan kesetaraan (tidak hirarkis).

d. Pengutamaan Pada Proses
Kaidah proses menjamin kesinambungan program dengan tetap

memberi peluang pada peningkatan dan pembaharuan dalam

mencapai tujuan, serat pelibatan masyarakat secara aklif. Proses dan

pengendalian ini didukung terutama oleh pemanfaatan metode dan

teknologi yang memberkan kemudahan dalam proses pencapaian .

sasaran

e. Efisiensi Efefktivitas, Produktivitas dan Mutu Masyarakat

P m kerja 1CMI perlu memaksimalkan produklivitas dan mutu
rogra

sumber terbatas baik modal
ik, sumber daya manusia dan wakiu,

maupun fasilitas, sarana
masyarakal dari

3 non fis
na fisik maupun |
DRI afektifitas alokast sumber-sumber

efisiensi dan

. d'wu'udﬂan ) L ‘
LipAAc By | sehingga ir-efisiensi dapat dihindari.

ikro 1ICM
terbatas makro dan mikro
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f. Pemerataan dan Partisipasi

Masyarakat harus dipandang sebagi mitra yang memiliki potensi yang
periu difasilitasi agar mampu berkembang secara merata, ICMI dapat
berperan sebagai katalisator untuk memperiuas kesempatan dan
akses informasi bagi mitra kerja, sehingga mereka mampu
mendayagunakan potensi internalnya secara efektif. Setiap program
dikembangkan sbegai gagasan yang tumbuh dan dilaksanakan secara
partisipatif oleh kekuatan mitra kerja. Dengan demikian ICMI tidak
tumbuh sebagai outsider yang asing dengan menawarkan program

yang sama sekali tidak kontektual dengan kebutuhan dan potensi

masyarakat atau lembaga yang menjadi mitra
g. Kesinambungan dan Peningkatan (Pengembangan)

Pada hakekatnya program Yang dilaksanakan merupakan proses

pencapaian tujuan. Dengan demikian program yang dilaksanakan

pada setiap periode mesti merupakan kesinambungan dari program

belumnya. Hal in dalam rangka meningkatkan hasil yang telah
se 2

rcapai secarsa optimal sesuai dengan tujuan yang

diraih sehingga te

telah ditetapkan sebelumnya.

gri Ketua Umum, Sekretaris dan Dewan Pakar,

G. Peran dan fungsi d
yaitu :

1) Ketua umum tertinggi dalam organisasi.

Ketua Umum adalah pemimpinan
a,
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Ketu
a Umum memegang masa jebatannya 5 (lima) tahun.
Ket '
ua Umum memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali
berikutnya,

untuk masa jabatan

Dalam hal Ketua umum tidak dapat melaksanakan kewajiban
dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih Ketua Umum
melalui sidang Maijelis Pimpinan Paripurma, untuk memimpin
organisasi sampai dengan Muktamar berikutnya,

g. Dalam hal Kelua Umum mengundurkan dii dan atau
berhalangan fetap dalam masa fabatannya maka dapat dipilih
Ketua Umum definitif melalui sidang Majelis Pimpinan
Paripurna yang diagendakan khusus untuk keperluan itu dan di
kukuhkan dalam forum nasional uniuk masa kepemimpinan
organisasi sampai dengan Muktamar berikutnya.

Tugas dan Kewajiban Ketua umum :

a. Menyiapkan program kerja jangka pendek, menengah dan

panjang unfuk malaksanakan hasil-hasil  Muktamar,

gilahturahmi Kerja Masional, Ra
arah Pusat serta ketetapan-ketetapan crganisasi

pat Koordinasi Nasional, hasil-

hasil Musyaw -
lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

mumkan/menyampaikan
penting yang berhubungan

kepada aparat ICMI
b. Segera mengu
sagala ketetapan dan perubahan

dengan ICMI. . Muktamar.
bertaﬂg'g”“g Jﬂwﬂb Hﬂpﬂdﬂ , |
c. Ketua umum weluar dan kedalam organisasi.

d. Ketua umu
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e. Kelua umum, bary dapat
pelantikan.
f. Selambat-

menjalankan tugasnya setelah

lambatnya 2 (dua) bulan setelah pengurus baru
terbentuk, Ketua umum demisioner

terima jabatan.

harus mengadakan serah

9. Hetus Umum tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua
Umum Partai Politik.

2) Sekretaris

a. Sekretaris adalah yang menyiapkan segala sesuatu uniuk
parteémuan,

b. Sekretaris memegang masa jebatannya 5 (lima) tahun.
Sekretaris memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan
sesudahnya dapat dipilin kembali unfuk masa jabatan
herikutnya.

d. Dalam hal sekretaris tidak dapat melaksanakan kewajiban

m masa jabatannya, maka dapat dipilin sekretaris melalui

dala
sidang Majelis Pimpinan Paripuma, untuk melaksanakan fugas-
tugasnya dalam organisasi sampai dengan e

berikutnya. ;
e Dalam hal sekretans mengundurkan dini dan atau berhalangan

tap dalam masa jabatannya maka dapat dipiih sekrefans

fetap e L .

definitif melalui sidang Majels Frm,mrgn anpf.imak i::ng
' dakan Kkhusus untuk keperiuan iU dan oi hu u. an,

croge” nasia:rnaf uyntuk masa kepemimpinan orgamsasi

dalam forum :
sampai dengan Muktamar barikutnya.
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Tugas dan Kewajiban Majelis Pengurus Pusat -

8. Membantu Ketua umum menyiapkan program kerja jangka
pendek, menengah dan panjang untuk malaksanakan hasil-
hasil Muktamar, Silahturahmi Kerja Nasional, Rapat Koordinasi
Nasional, hasil-hasil Musyawarah Pusal serta ketetapan-

ketetapan organisasi lainnya dalam rangka mewujudkan

masyarakal madani.

b. Sekretaris, baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan,
c. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pengurus baru
terbentuk, Sekretaris demisioner harus mengadakan serah

terima jabatan.

3). Dewan Pakar

1) Dewan Pakar beranggotakan para tokon cendikiawan muslim

yang mempunyai welebihan dibidang pemikiran, ilmu

pangstah uan, teknologi, kebudayaan, pendidikan, dan

keagamaan sertd disegani dan diharmati dikalangan ummat dan

sesama cendikiawan muslim.

Pakar berfungsi memberikan pemikiran, pertimbangan
a

2) Dewan
yand persifat  keilmuan,

kebudayaan dan
dan pendapal

rta dapat menampung dan menyalurkan aspirasi
n sera

keagamaﬂ
anggota kepada pengurus:

62

“.——-'—__’



r\

BAB v

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab

sebelumnya, maka pada bab ini akan akan dijelaskan rilai persamaan lslam

dan demokrasi dalam perspektif ICMI. Pada skripsi ini penulis lebih
menekankan mengenai persamaan Nilai Islam dan demokrasi dalam
perspektif ICMI. Serta peran ICMI| dalam implementasi nilai persamaan.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori dari max
Weber tentang agama dan kapitalisme. Dalam teorinya, Weber banyak
mencurahkan perhatian pada berbagai gagasan, lerutama pada sistem ide-

ide keagamaan. Dalam hal ini, Weber terutama memusatkan perhatian pada

pengaruh gagasan keagamaan terhadap ekonomi. VWeber memandang

gagasan sebagai kekuatan otonom yang besar pengaruhnya terhadap dunia

ekonomi. Dalam karyanyaThe Protestant Ethic and The Spirit of Kepitedsm

(1904-05/ 1958), ia memusatkan perhatian pada Protestantisme terutama

: kemunculan
sebagai sebuah sistem gagasan, dan pengaruhnya terhadap

semangat kapitalisme, dan
curahkan perhatian serupa terhadap

akhirnya terhadap
sislem gagasan lain, yakn

pitalis. Weber mMen
pelajari bagaiman ©

mea dalam masyarakatnya masing-

sistem ekonomi ka ara gagasan keagamaan

agama dunia yang lain, mem

italis
itLI mﬂﬁn‘tﬂngi pmambﬂ]gﬂn kap! |

- : 35)
masing. (Goerge Rither: 2003
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Weber juga membuy T
al analisis ringj dan canggih tentang rasionalisasi

& :
fenomena seperti agama, hukum, kota dan bahkan musik. Kita dapat

melukiskan cara berfikir Weber dengan satu contoh el R

yang terlibat karena ajaran agama dan ekonomi. Diskusi ini tertuang dalam

analisis Veber yang lebih luas tentang hubungan antara hukum dan
kapitalisme. Dalam studi sejarah bercakupan luas, weber berupaya
memahami mengapa sistem ekonomi rasional (kapitalisme) berkembang di
Barat dan mengapa gagal berkembang di masyarakat lain di luar masyarakat
Barat. Dalam studi ini Weber mengakui peran sentral agama. Di satu tingkat,
ia terlibat dialog dengan Marxis dalam upaya untuk menunjukkan bafwa,

bertentangan dengan keyakinan kebanyakan Marxis di masa itu, agama

bukanlah sebuah epifenomena semata. Agama telah memainkan peran kunc

dalam pertumbuhan kapitalisme Baral, tetapi sebaliknya gagal

mengembangkan kapitalisme di masyarakat fain Weber menegaskan bafwa

sisterm agama rasionallah {Gawir‘lisma} yang memainkan peran sentral dalam
aliknya, di belahan dunia yang ia

menumbuhkan kapitalisme di Barat. SeD
tem agama yang lebih irrasional (misalnya,

kaji, Weber menemukan SIS |
merintangi perkembangan sistem

me, Hinduisme)

ada akhimya 8gaméag
. dan bahkan seluruh struktur

Konfusianisme, Taois _ |
ama itu memberikan

ekoromi rasional. Tetaph P

istem ekond
: 5, karena SIS .
rintangan sementar ional. (ibit :40)

iadi rasl
o gkan men|a
sosial — masyarakat pada akhirmy
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Berdasarkan -
teori tersebut, penylis memberikan analisis tentang

lumbuhnya semangat kapitalisme dikalangan umat kristen protestan di Barat,

dikarenakan adanya keyakinan dikalangan para pembesar agama kristen

tersebut, Dimana lebih menekankan bahwa ide-ide kapitalisme sangat

berhubungan dengan apa yang menjadi keyakinan mereka.

Hal tentang agama dan kapitalisme juga terdapat dalam ajaran Islam,
Dalam Hadist sahih yang artinya tuntutiah duniamu seoclah-olah kau akan
hidup selamanya, dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah kau akan mati esok .
Juga terdapat dalam surah Al Jumu'ah ayat 9-10 yang artinya (9) hai orang-
orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada
hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu

mengetahuinya (10) apabila telah ditunaikan sembahyang, maka

bertebaraniah kamu dimuka bumi: dan carilah karunia Allah dan ingatiah

Aliah banyak-baryak supaya kamu beruntung. |
Contoh empirik yang dapat kita lihat yaitu riwayat hidup nabi
onto

gai menerima dan menya
seorand manusia yang wajib m

mpaikan wahyu bagi seluruh
Muhammad SAW seba |

emenuhi
umat manusia juga adalah

beliau dan sahabat-
han kebutuhan
pement

kebutuhannya, Dalam

sahabatnya menjadi pedagang.
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Dizaman modern g . _
eperti sekarang inj Ideclogi kapitalisme dalam Islam

depst kia linat kefka seorang ustz berdakwah di mesjid atau lempat-tempat

lainnya, membutuhkan imbalan berupa materi untuk  memenuhi

kebutuhannya serta untuk kelangsungan hidupnya

Dalam demokrasi, kapitalisme dan demokrasi itu sendiri merupakan
dua hal yang saling berkaitan. Perdebatan tentang demokrasi dan
pembangunan mengemuka sejak negara-negara Eropa Barat dan Amerika
Utara berhasil membangun negerinya dari kehancuran Perang Dunia Il
Demokrasi dianggap memiliki hubungan resiprokal dengan pembangunan
yang sukses diterapkan diwilayah tersebut, Semour Martin  Lipset

mengkonseptualisasikan fenomena tersebut ke dalam tecrisasi hubungan

modernisasi dan demokrasi yang terkenal. Barrington Moore Jr, dengan

karyanya menyuarakan pentingnya kelas borjuasi sebagai pilar utama

demokrasi. “fidak ada borjuis berarti tidak ada demokrasi

Hasil positif pembangunan gabagaimana ditunjukkan oleh negara-
i at b
negara ropa Barat dan Amerika Utara oleh Lummis berpendapat bahwa

ngsung |ebih pesat jika dilaksanakan di

pertumbuhan ekonomi dapat berla

Keyakinan ini
gekarang ini adalah ne

permuara pada kenyataan bahwa

bawah alam demokrasi. B
negara-negara yang relatif makmur
negara demokratis. (Su
arurut hemat penul

g tingkat akonominya sudah

menyebut dirinya sebagal
teori tersebut, M
masyarahat

is bahwa demokrasi

Berdasarkan
yaﬂ‘l

iy hanya dapat tumbuh di
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mapan. Karena ketika
“'I'-EIE'.'!'EI'HREJ[ masiky bﬁrada dalam ruang kemiski
MISRINZN

. | 1 = t | an

Berikut akan di i
| bahas mengenai persamaar nilai Islam dan demokrasi

dalam '
pewrspektif ICMI serta peran ICMI dalam implementasi  nilai

persamaan.

A. Nilai persamaan Islam dan Demokrasi Dalam Perspektif ICMI
Dengan bertitik tolak pada karya Weber yaitu " The protestant Ethic
and The spirit Of Kapitalism"pemikirannya memfokuskan pada sistem agama
rasionallah yang memainkan peran sentral dalam menumbuhkan kapitalisme

Secara rasional agama itu menjadi spirit dari sebuah sistem kapitalisme. Ada

persamaan dalam memaknai agama dan kapitalisme itu.

Milai persamaannya adalah adanya orang dalam memperoleh

perlakuan dan dalam memperoleh kesempatan serta hidup yang layak, baik

untuk pemenuhan kebutuhan hidup berupa materi dan non materi,

ektif tersebut tersirat bahw
Terkait dengan dasar teori ini

. . Weber juga mencetuskan
Dilihat dar persp ° M

ide demokrasi melalui pemikirannya d Kl

nya sebagdl alat anal

dalam tubuh ICM.
perlakuan dan persamaan

isis dalam memahami nilai
penulis mencoba meletakkan

n damﬂkraﬂ

ini maan
Milai persamaan dalam hal inl persa -
Jam perspektif |CMI, tidak lepas dari pemahaman

n dala

u sendin. TeM

Persamaan agama da

Memperoleh kesempata asuk juga kemapanan 1CMI

tEﬂtang Islam dan demnkfﬂﬁi It
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it aset i
terkait aset-aset ekonomi. Kareng bukan kebetulan orang
-orang yang terlibat

dalam ICMI itu ada
lah kelas menengah, terdigdik dan secara finansial adalah

orang-orang yang dikategorikan mampuy

ICMI sangat mendukung demokrasi. Salah satu syarat tumbuhnya

demokrasi adalah jangan saling mengganggu dan merusak sistem yang

sudah ada. Demokrasi harus dengan dasar saling menghargai satu sama
lain. Demokrasi ditujukan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara
yang sehat.

Di samping itu demokrasi membutuhkan etika kebebasan individual,
Warga negara harus memperoleh jaminan kebebasan  hukum
mengemukakan pendapat dan fikirannya. Dan masing-masing orang

memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya.

kebebasan harus tunduk kepada peraturan atau

ma serta tunduk pada norma budaya

berlakukan. kebebasan

(An'aam : 132). Tetapi

hukum yang disepakati bersa
sistem demokrasi tersebut di

masyarakat dimana
kelangsungan demokrasi, karena akan

tanpa batas justru akan mengancar
yang kita saksika
JCMI, Fekan Baru-Riau, 11-13 Januari

. n dewasa ini baik di pusat
berubah menjadi anarki sepert

maupun di daerah. (313 silaknas

2008). dan intelektual bagaimana
Ic ) kelﬂmpgp; yangd paling sadar dan
Ml sebagal ;o donesia tetapi
i di dalam Ingon
. ckuat demokra
bertindak tidak hanya mempe : ja. Menurut penulis inilah

demokrasi 0 duri

bagaimana membangun model
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panggilan sejarah buat kita Selama ini 16
ni kita masih sibuk d
engan lembaga-

lembaga kenegaraan. Revolus duria ity ada tiga; pertama revolusi ang
: . ¥

dibea para nabl, kedua, revolusi polik dan kenegaraan dan ketiga, revolusi

informatika, ketiga-tiganya kita belum bisa menyatukannya, masih berada

pada ruang eksklusif masing-masing. Tidak jadi satu sinergi,

Kearifan dalam berfikir dan berkonsep, disitulah sebenarnya kekayaan
ICMI sehingga tidak dapat dipaksakan bahwa tidak mungkin tidak ada konflik.
Karena justru konflik itu tidak ada dalam berorganisasi . Inilah keunggulan
dari cara berorganisasinya karena selalu menciptakan konsensus dalam

interaksi antar anggotanya.

Islam dan demokrasi bisa sejalan dan bisa tidak sejalan. Tapi yang

ingin dicari bagaimana bisa sejalan. Diharapkan orang yang berkumpul yang

semula heterogen menjadi homogen. Homogen dislpe At henepmnas

kita berkumpul, berpartai, berorganisasi, sebenamya untuk apa, kalau hal itu

a akan berfikir
tidak jelas, hal itu akan sangat merepotkan karena semu

M| konsep itulah yang dipakai, namun ketika di luar,

parsial-parsial. Dalam IC

’ e 1 Ing

dapat kai ‘baju masing-masl .

pat memakal '0a) . n. Tapi bukan berarti perbedaan
at dari pert -

Kebersamaan itu ku i konsep yang alamiah

« Demokrasi itu di
yang dilakukan o
Ijﬂ]'ﬂrti kaluar dari kﬂl'lEE'ﬂ

v melahirkan konfli ermuara pada rakyat. Jika

dalam berkebangsaan. Semu3

n kepentingan 4%

tjuannya mengabaika

demokrasi.



Dalam pengim : .
peng Plementasmn nilai-nils Persamaar, secara eksklusif
: sl

MI sedang be
IC Nng berproses dan sedang menujy ke arah sana. Sesuai dengan

konsep madani dipopulerkan ICMI, bahws kaum minoritas tidak diintimidasi

Misalnya, orang non-non lslam Jka dimasukkan dalam konsep madani

mereka tstap aman. [tulah konsep persamaan yang dipopulerkan oleh IGMI
Hal ini masih terus diupayakan oleh ICMI meskipun belum optimal

Dilain pihak Weber juga menganilisis secara rinci tentang rasionalitas
di dalam masyarakat itu. Dimana agama juga berusaha menciptakan
masyarakat yang dapat berfikir secara rasional. Arfinya, bahwa masyarakat
dibentuk karena adanya perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak dipertajam
apalagi kalau didasari atas sebuah keyakinan atau agama. Terkail dengan
pemikiran ini, penulis menganggap apa yang dipikickannya sesuai dengan

konsep masyarakat madani yang dicita-citakan oleh ICMI,

Masyarakat madani yang dicita-citakan oleh ICMI adalah masyarakat

' [ rusan ya

yang tidak melinat perbedaan dari segi 8gama dan urusar-u yang
isasi rofessional

sifatnya ubudiah (ibadah). ICMI adalah organisasi y&ng p yang

bungan dengan Allah dan hubungan dengan
u

tetap memisahkan antara P

manusi o
o Ebeinsten dalam kriteria

: jeh William
o kemukakarn @

Hal ini pula yang d manusia). Dimana semua warga
a

: . . an semu

a tanpa meliat !

. minan hukum akan kebebasan
ja

Negara memiliki hak yang sam
. iliki
dan ras. Warga negara JUd? mem
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o gE‘ LI""-.E-Hal 1 I‘I.'rl:iFEl 3 Hil-ﬂl llai EFE-EIII I
T "en m I ] I-n F ddn |“ jug

¥ang dicita-cj
9 dicita-citakan oleh 1oy dalam masyarakat madan
sepertl yang telah penulis kemukakan sebelum |
nya.

Merupakan hal

Dalam pandangan ICMI Islam adalah agama yang merupak
rupakan

‘rahmatan lilalamin®. Dalam memahami rahmatan lilalamin itulah diperiukan

proses persatuan umat Islam yang bersersk-serakan karena begitu
banyaknya aliran-aliran dan organisasi-organisasi keumatan, ICMI dibentuk
unfuk menghimpun kekuatan berdasarkan keislaman, kecendikiaan dan
kebangsaan. Artinya ICMI bukan organisasi yang lahir sebagal perwujudan

baru dari organisasi-organisasi Islam sebelumnya. ltulah sebabnya ILMI tidak

segan-segan menampilkan B.J. Habibie sebagai Ketua Umum pertama

karena dua alasan. Pertama, B.J. Habibie adalah teknokrat dan cendikiawan

rah organisasi dengan grganisasi Islam manapun,

g konsisten dalam ibadahnya,

yang tidak memiliki seja

kecuali karena dikenal sebagai muslim yan

Kedua, karena B.J. Habibie adalah sosok birokrat intelekiual yang dianggap
jaminan eksistens

dekat dengan rezim Suharto yand tentunya bisa menjadi
ICMI yang baru terbentuk

maan, keadilan
ah ada dalam Al
arang memperoleh
anmu tidak langah dan apa

musayawarah mufakat dan toleransi
Nilai-nilai persa |
o Quran dalam An’ aam ayat

lerhadap sesama dalam Isiam tel
asing-masing

derajat-derajat
132 yang artinya dan M
Hg;jakﬂl'll"fl"ﬂ' Tuh

(sei ang d
Imbang) dengan apa y yang artinya

shr
¥ang mereka kerjakan.dan surat Al A
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uhnya manusia i benar
sesungguhny 1a it -benar berada dalam kerugian, (2) kecuali
B I

menetapi kesabaran, dan surat Az Zalzalah ayat 6.8 yang artinya : {6) pada

nari ity manusia keluar dari kubumya dalam keadsan yang bermacam-

macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka,
(T) barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya
dia akan melihat (balasan)nya, (B) dan barang siapa yang mengerjakan
kejahatan sebersar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasanjnya pula.
Sedangkan dari segi konteks demokrasi nilai-nilai ini juga adalah perwujudan

dalam proses demﬂkratiSEIEi yang telah diﬂplihﬂEikﬂn oleh manusia. Dalam

demokrasi semua warga Negara mempunyai perlakuan sefta Uiz

Kessmpatan yang sama. Hal tersebut dapat kita ihat dalam pembukaan UUD

H egara
1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : (1) segala warga nega

dalam hokum dan pemerintahan dan wajib

bersamaan kedudukannya di
arintahan itu dengan tidak

pekerjaan dan penghidupan yang la
kemerdekaan berserikat dan

ada kecualinya, (2)

Menunjang hukum dan pem ok

ﬁﬂp—tiap warga Negara perhak aias

28 yang berbunyi -

bagi kemanusiaan. Pasal isan dan sebagainya

isgn dan tul
brkumpul mengeluarkan fkian 9e7S%" Il yat (1) dan (2) yang berbunyt:
: pasal 312
Uiterapkan dengan undaﬂg"-'“da"g o P didikan, (2) sefiap warga

ndapatka
1) setiap warga negara perhak Me
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Negara wajib  mengikuti Pendidikan gggq- dari
_ Pemerint i
membiayainya. e

Aknimya bagian ini penulis Memahami bahwa nilai persamaan

periakuan dan persamaan dalam memperoleh kesempatan baik dafam isiam

dan demokrasi dalam perspektif ICM| dapat merujuk dari teori Weber yang

berintikan pada nilai (1)sistem agama rasionaliah yang memainkan peran
sentral dalm menumbuhkan kapitalisme di barat , (2) agama mendukung
terciptanya masyarakat yang berfikir rasional,
.B. Peran ICMI Dalam Implementasi Nilai Persamaan.
Dengan berdasar pada pemikiran Weber yang mencoba

menfokuskan pada peran institusi karena agama di dalam masyarakat, weber

memahami institusi karena agama tersebut lebih mudah berkembang dalam

masyarakat Barat Hal ini kemudian oleh penulis diadopsi untuk melhat

bagaimana perkembangan institus! ICMI dalam melihat masyarakat terutama

periakuan dan persamaan dalam memperoleh

Pada makna persamaan

kesempatan. |
kin berkembang gkan tetapi ICMI tetap
&l

q ity pula ICMI juga masih tetap
Fang '|.E'r1'li.ﬂlt dE'I'Iﬂ-Eﬂ

Walaupun ICMI sem

: ai
Merujuk pada sariat-sariat islam. Sel

’ arahy  1SIAM
Menggunakan pemikiran sejarah-sejare
demokrasi bahasan
’ : dalam pem
tglah  dipaparken |
Sebagaimana Yangd sang dianggeP tglah memahami

- -orangd
Sebelumnya, ICMI terdiri dar orang
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jglam dan demokrasi dan secara ekongm; ity telan
dianggap mapan.

Sekaitan dengan itu semua, makq Persoalan ICMI sex
| arang adalah
pagaimana gagasan nilai persamaan
Perlakuan dan persg
maan memperoleh
kesempatan itu di implementasikan da i
am organisasi itu sendiri mas
; yarakat,
dan negara.

Pengalaman empirik “demokrasi® hanya bisa ditemukan pada masa
pemerintahan Rasulullah sendii yang kemudian dilanjutkan oleh empat
sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Thalib, yang
dikenal dengan zaman Khulafa al-Rasyidin, Setelah pemerintahan keempat
sahabat tersebut menurut catatan sejarah sangat sulit kita menemukan

‘demokrasi® di dunia lslam secara empirik sampai sekarang.

Namun patut nilai-nilai demokrasi telah dipraktekkan secara baik

nlEh H“I.I_E“fah UmET Bjn ﬁlbdu[ Azi_?_ di dalam FEH‘QE'EIEEH "EQEII‘E di tahun

_ i : e
B17-820. Umar menolak psnunjukan dirinya sebagal Khalifah vyang
Khalifah harus
didasarkan atas garis keturunan. [2 beranggapan banwa
a yang mewakilinya, ia
dipiih oleh masyarakat melalui kesepakatan paa ulama yang -
. ndapat mandat langsung darn
baru ' iadi Khalifah setelan me
s menee nsip demokrash, pemerintahan Umar
fakyat, Dengan menjunjung prinsip-PANSy
calah satu pemerint@

kesejahteraan dan kea

han terbaik dalam

Bin Abdul Aziz tercatat sebagal
pu mﬂwj"’dkm

dilan”™
%jarah Islam, dengan mam

bagi semua golongan.
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bila ter v
Apa apat Penolaka tEf'hadEFll 'UE'I'I'IDF-'.FEEI' dalam Islam
erd | ]

H rl b
t"E m 1

Tuhan adalah sumber hukum. Tyuhan adalah pemberi hukum dan Tuha
an Tuhan

persifat sovereign, dan hal tersebut sumper mutlak dari hukum yang juga

mutlak, sehingga dalam pembahasanan ini, bagaimana mungkin pandangan
lslam yang semacam ini mesti dipertemukan dengan gagasan demokrasi
yang menekankan pada aspek suara mayoritas. Terhadap pandangan ini,
Mugtader Khan menjelaskan bahwa, cara pandang yang salah terhadap
gemokrasi rﬁaupun kedaulatan Tuhan yang inilah pada prakieknya justru
dijadikan sebagai slogan bagi para Islamis yang menentang demokrasi.

Padahal, demokrasi mengandung banyak hal, dan bukan hanya persoaian

suara atau votes dan aturan mayoritas. Demokrasi konstitusional justru

memiliki sejumiah jaminan yang akan melindungi hak-hak individu dan tirani

Mmayoritas.
dengan dalin bahwa Tuhan memilik

Penolakan demokrasi |
kum; dan hahwa jika demakrasi

L
kﬁ'ﬂaulatan penuh dalam menantukan h

ma dengan mengam
pandang yang sempit te

bil alih peran Tuhan

diberlakukan hukum manusia S2 ki

i card
¥ang sebenarnya juga bersumber dar
Tuhan adalzh P
gas itu kepada ma
purni (Q-5- 2-30). Dalam

- tlak
amberi hukum yang mutiak,
Ieks-teks Al-Quran, Benar bahwd
demgﬂﬁikﬂn tu
ncipta hukum d
ringatkan pace?

nusia untuk

lelapi Tuhan telah men
, | pE
Menjalankan tugasnya sebagal P gnya umal |slam

i mempe
Kondisi semacam inilah, Al-Tu@?
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mak -
a3 Manusig adalah Pemegang kedaulatan
hukum dalam negara dengan sistem apapun

Sepaliknya kedaulatan menjeima dalam konfeks e facto, yang
legach adalzh adanya sekelompok kecil kaum musiim yang merasa memiliki
kewenangan untuk berbicara atas nama Tuhan. Padahal dalam sebuah
negara Islam yang demokratis, setiap manusia adalsh Khalifah di muka bumi
dan karena itu berhak bertindak atas nama Khalifah sepanjang tindakannya
itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan yang telah didelegasikan

pada manusia.

Maka pada saat bersamaan, secara filosofis demokrasi sebenarmya

memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada manusia dan

ng mutlak kepada Tuhan, Dengan menempatkan

jure, sama artinya dengan

memberikan tempat ya

Tuhan sebagai pemilik kewenangarn de

posisi yangd sangat tinggi. Justru nilai mutiak

mengagungkan Tuhan pada |
grus turun sandir ke bumi untuk

Tuhan menjadi tereduksi manakala Tuhan h

rsoalan yand bisa di
si tidak harus sefalu dianggap

delegasikan kepada
Mengatur sendiri persoalan-pe
praktik demokra

uhan. Karena gebag
mberikan kU sabuah negara.

Manusia. Sehingga adops!
Sebagai ‘melangkahi’ kewengan T
ng berhak me

g dikhawatirkan

Lian, apa yan |
Dengan demik -

simana yang diyakini

bleh al-Maududi, Tuhanlah y& pahwa demokrasi adalah
sesuaty yang berlebiban.

angkah menuju sekularisasi
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Lahimya pemikir-pemikic muslim yang mepmiji
: "l Concern pada
demokrasi, di

war perbedaan yang me
g melekat pada Masing-masing diri mereksa ba
. sebenarnya

nka llai-nilai
menekankan pada nilai-nilai  universg) yang sam
4, seperti: keadilan

kemuligan dan kesetaraan manusia, aturan hy
o oo | kum, peran rakyat dalan
pin yang menjunjung nilai-nilai pluralisme. Jika dil
o - Jika diihat pada
niai-nilai dasar yang hendak diwujudkan dalam sistem demokrasi ini
i,
—— . :
benamya semua merujuk kepada nilai-nilai Islam. Dengan demikian
penilakan demokrasi atas nama Islam, sebenamya justru mereduksi makna

lslam sendiri, dan dengan sendirinya telah menjadikan Islam sebagai tameng

untuk melanggengkan otoritarianisme.

ICMI yakin bahwa Islam dan demokrasi bisa sejalan. ICMI

rutama dalam bidang politik dan ekonomi
as dan berorientasi

menganggap bahwa demokrasi te

justru harus dibangun lewat proses yang elis, taatl a2

Sejaun ini yangd penulis ihat bahwa peran mereka dalam
m dan demokrasi sudah menunjukkan

K mmdﬂkﬂ“ kesempurnaarn.

Mengimplementasikan nilai-nili |sla

walaupun tiga
 baju ideologi yang berbeda

kemajuan dalam berorganisas!
yang mereka miliki

Mengingat adanya perbedagn’ latar be

Wﬁmuﬂﬂn dalam ICMI mereka harus melepask

iral tidak bis2 diha

i, akan tetapi ego sen '
i mF,aBmmlam

Dggaimﬂﬁﬂ
patan di dalam institusi

Berikut ini disajikan
- roleh kesem

Perlakuan dan persamaan dalam M

T



——— =

___-“h

nsfiusi clen dasar pemikiran rasionalisasi ity juga g bab
'sebabkan oleh faktor

agama .

alm ini ' i
Da hal ini penulis menyajikannya sebagai sebuah realitas
yang

nyata yang terjadi dalam organisasi ICMI yang menitikberatkan pada Ket
La,

Sekretaris, dewan pakar.

1. Kelua
Contoh kasus dalam hal memimpin rapat dan dalam pengambilan
keputusan. Dalam memimpin rapat, ketua sifatnya hanyalah memfasilitasi.
Perkembangan selanjutnya, sesuai dengan pengetahuan dan kompetensi

sstiap anggota rapat. Pada saat rapal, yang diundang adalah

berdasarkan dari bidang dan kapasitasnya.

Dalam hal pengambilan keputusan, ketua senantiasa memberikan

perlakuan dan kesempatan yang sgma untuk semua peserta rapat, tanpa

melihat latar belakang pesera tersebut
jcMI ini, ketua umum telah

Penulis melihat, dalam organisas!

parsamaen dalam perlakuar dan persamaan

mengimplementasikan nilai
memperoleh kesempatan.

2 -
Sekretaris : salurun kebutuhan

Sekretaris mempunyai alam

administrasi dan mEHQE“'Eh

: itan de
menjalankan fungsiny@ berka!
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grsamaan memperole
: p h kesempatan, dalam peran pengimpl
Plementasian

sekretaris juga tid
Juga tdak membedakan hak seluruh anggota
rapat. Dan

tersebut telah sesuai dengan nilai persamaan pearlak
uan dan persamaan

memperoleh kesempatan.

Dalam pengimplementasian hal-hal tersebut, tidsk terdapat masalah yang
dapat menimbulkan perselisihan antara anggota-anggota rapat, Karena
mereka selalu menjunjung nilai Islam dan demokrasi dalam setiap
kegiatannya.

3. Dewan Pakar

Dalam organisasi ICMI Dewan Pakar mempunyai fungsi memberikan

masukan-masukan berupa pemikiran, pertimbangan dan pendapat yang

bersifat keilmuan, kebudayaan dan keagamaan serta dapat menampLng

dan menyalurkan aspirasi anggota kepada pengurus.

p kali mengadakan rapat, salah satu Dewan

Contoh kasus : dalam setia
Pakar selalu hadir mendamping! ketua untuk mengikuti jalannya rapat dan

at tidak perjalan sebagaimana mestinya. Dalam

menengahi ketika rap
rsamaan, Dewan paker ~ senaniiasa

mE”gimplamentasikan nilai pe
arakat madani, dend

an konsep masy

. m tul:ﬁ_jh urm
Kita tidak bisa menafikkar di dala ,
glam dan politik t&TT

hubungan I . =
yarian pelTlilcirﬂr: itu bisa rerjadi, k
yarl

an menjunjung
berupaya mewujudk

nilai Isla .
ai persamaan dalam at Islam sendiri terdapat

gsuk di dalamnya

Banyak keragaman tentand arena Islam

Sengan demokrasi. Varian
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seyogyanya ICMI mempunyai posisi pendapat batwa demokr
asi yang Islami

aﬂa d “mk ESI I

keadilan, amanah, tanggung jawab, kebebasan, kemuliaan dan kesetaraan,

Dalam melakukan apapun ICMI selalu berpedoman pada 5K ICMI,
yaitu peningkatan : kualitas iman dan tagwa, kualitas fakir, kualitas kerja
kuglitas karya, dan kualitas hidup. Hal-hal tersebut yang selalu memotivasi
ICMI, sebagai gerakan moral yang bisa mempengaruhi kebijakan publik. ICMI
juga melakukan kegiatan-kegiatan demokrasi di bidang pendidikan

Memang ada pandangan umum tantang Islam seclah-olah tidak

kompatibel dengan demokrasi; terutama karena yang jadi sebagian besar

bawah pemerintahan otoriter walaupun ada

adalah monarki absolut atau di
demokrasi sangat terbatas. Namum, di dalam masyarakat |slam modem, di

Megara-negara seperti Turki, pakistan, Bangladesh, dan Mesir, gerakar-

gt kuat Di Indonesia ad
a perdiri di ganis terdep
m anti agama, atau komu

glah justru tokoh-tokoh

gerakan pro demokrasi sang
an dalam setiap

dan pemimpin-pemimpin Islam yan
gh melawan kau

nis di

Perjuangan melawan penjal !
yand mencapal

reformasi
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nesia pada akhir
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menggambarkan 4endan

ahun 1960-an, serta dalam 9
itegakkanny?
rs Uhlin (1997)
acfi'.-'fsf are more

Puncaknya dengan d jelas

dasawarsa 1990-an. Ande

‘Many Indonesia pm—ﬂﬁmﬂcmsf
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ey often use Islamic discourses ¢ mai :
vate their st
uggle for {]'Emmﬂf_

The renewal of Islamic thinking since 1970s has been impartanp
nt’.

Berdasarkan uraian di atas, adg beberapa hal yang dapat di analisis

mengenai makna demokrasi Yang sesuai dengan pemahaman penulis

. Demokrasi bila prasyarat untuk menjalankannya dipenuhi, adalah sistem

yang sudah terbukti bertahan selama ratusan tahun,

. +Semua sistem lawannya telah tumbang satu-persatu (fasisme, komunisme).
-« Demokrasi berpotensi dapat menghasilkan kesejahleraan karena hak-hak
‘ politik dan sipil anggota masyarakat yang terlindungi, dan dengan demikian
juga kreativitas dan inovasinya.

Apabila demokrasi tidak menghasilkan kemajuan dan perbaikan

kesejahteraan, ada dua kemungkinan penyebabnya :
tidak benar, dalam arti tidak sesuai dengan

1. Demokrasi yang dijalankan

prinsip- prinsip dasar demokras. .
i [ ifujukan  uniu
2 Kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan tidak dituju

gsejahteraan. Demokrasi hanyalah sebuah

menghasilkan perbaikan K o

: kamajuan sosial akonomi

sistem politik , maka untuk menghasilen 57 kan untuk kemajuan
: ditupukan

diikuti oleh kgnijakan-ksbijakan publik yand ju

sosial hukum, ekonomi. tak “kesalahan”

; ot dimana e
; . hisa |"|'|E||hﬂ
dang itu kita

dan

Dengan sudut pan ankan terutama sistem

; § I
dari sistern demokrasi yans sedand
—_ pdiri.

| Pelaksanaan demokrasi politik *
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pengamatan penulis, pada beberapa anggota ICMI, diperoleh petunjuk
. petunjuk-

petunjuk sebagai berikut

. Demokrasi kita tidak berjalan secara demokratis, dalam arti tidak semua
anggota masyarakat tidak menikmati hak politik yang sama. Partai-partai
politik menguasai seluruh kegiatan politik tanpa menyisakan pada kekuatan
demokrasi lainnya, yang sama pentingnya dalam sebuah demokrasi yaitu

civil society atau masyarakat madani.
. Salah satu indikatomya untuk menjadi anggota DPR seseorang harus

menjadi anggota partal politik. Gubemur, Bupati dan Walikota juga harus

berasal dari partai p::lih'k- Bahkan Presiden pun hanya boleh dicalonkan oleh

partai politik. Akibatnya partai politik perfungsi menjadi makelar politik, dan

sebagai akibatnya menyebabkar smark up” dalam biaya politik; yangd

k di Indonesia, yand perarti hanya

menimbulkan gejala mahalnya ongkos polit

kaum elit yang menguasai kekayaan dan sumberdaya kekuasan yang dapat

menjalankan peran politik.
ngan yand paling cerius dalam pelaksanaan

+ Salah satu bentuk penyimpa
~ misalnya dalam

panyrelenggaraan

demokrasi di Indon B .
ik yand’ yang telah sademikian marak hingga
i

pilkada, adalah berup@ "pol
g tak permar

i masa-masa sebawlumnya.

mencapai tahap yar oertimba ngan-pertimbangan objektif

+ Politik uang ini telah pertimbangan utama dalam

dan rasional Yyand se




mrdemnkrasi. Demokrasi yang terba

| ngun dengan cara demikian lak akan
mampu mensejahterakan rakyat secara keseluruhan
. Akibatnya proses litik menjadi .=

po njadi buntu, dan aspirasi masyarakal meskipun

ielah disuarakan oleh pers yang bebas, Tetapi tidak berpengaruh terhadap
penigambilan keputusan politik. Akibatnya pula terjadi paradoks antara apa
yang menjadi aspirasi dan kehendak masyarakat dengan apa yang difikirkan
dan diputuskan cleh elit politik.

« Proses pengambilan keputusan di dalam partai-partai politik itu sendiri

belum mencerminkan proses demokrasi, sehingga yand sekarang terjadi

kekuasaan otokrasi digantikan oleh kekuasaan oligarki.

. Belakangan ini diciptakan padan-badan, baik yang ada dalam konstitusi

dalam undang-undang.
uan DPR (partai poiitik) mulai dari MA,

ota-anggota harus
maupun yang diatur yang anggota-angd

melalui pertimbangan atau persely]
rmur B, KPK KPU.

n DPR memili

aga yang mengawas

BP Migas. dan berbagai komisi

MK, BPK, KY, Gube
ki kekuasaan yang tidak

lainnya, sehingga mEHyﬂbabhﬂ
pDPR dalam

terbatas, Sebalikny@ fidak ada lemb

nami dan mendekatkan

; b i usaha
Pemekaran daerah, S€ agd - ] kesejahteraan

kepentingan pembanguna: " ceperti DPRD. pahkan melalui

birokrasi termasuk i




dpsenteaisass dranken. waki besst ketimpangan antar daerah, terutama
daerah-daerah yang kaya dengan daerah-daerah yang miskin sumber daya,
halk sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Otonomi daerah
yang seharusnya menjadi instrumen memeratakan kemakmuran dirasakan
gleh masyarakat justru hanya memakmurkan para pejabat di daerah dan
hukan rakyat, dan membuat daerah yang kaya tambah kaya, sedangkan
yang miskin tetap miskin kalau tidak makin miskin; juga telah terjadi
'desentralisasi” korupsi bersamaan dengan otonomi daerah.

. Amandemen konstitusi telah melahirkan berbagai lembaga konstitusi baru

yang tujuannya adalah  untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan

memperkuat sistem kenegaraan kita. Dalam prakteknya yang terjadi adalah

konflik-konflik antar lembaga negara, oleh karena tidak jelasnya peran dan

iben da lembaga-
fungsi serta batas-batas kewenangan yand diberikan kepa g

lembaga negara.

g ; : pan-.fakilan yang bard untuk
+ Secara khusus telah diciptakan | y
",gafeq.;ﬁﬂ{aﬂ furgsi checks an

memperkuat sistem parle

a
balances antara lembaga-lembad

. ebut t'hdﬂk . ”
perwakilan daerah ters i rancu 84" tidak memperbai_okum_litas
F=lal
stem men|a
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onesia, demokrasi
" harus mencerminkan pluralitas bangsa kita, ya
yang

.n i -] -
antara lain menjadi tujuan adanya lembaga legislasi kedua tersebut. Namun

sistem yang dibangun cleh reformasi
sl dengan b'raya .
yang cukup mahal ini

tidak difungsikan dengan baik.

- Kekuasaan kehakiman sebagai payung penegak hukum dan penjamin hak
manusia befungsi dengan balk sehingga belum mendukung kinerja
demokrasi yang salah satu prasyarat politknya adalah rule of law dan
berjalannya law enforcement.

. Demokrasi yang terbentuk sejaun ini, lebih menonjolkan kepentingan pribadi

dan golongan ketimbang kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan,

sehingga transisi menuju pameﬁntahan yang demokratis masih belum dapat

menghasilkan sebuah pamerintahan yang prnfesiunal. ofektif, efisien dan
kredibilitas yang sehat menghendaki k& sederajatan hingga taraf tertentu dari
DEH‘T‘U"{mEi 1.i|:|ﬂ|"l mEL'UIU tl-ﬂ'-l'hli.ﬁl.lng ﬁﬂn.gan

and pofitical rigths), tetapi juga

basis ekonomi dan sosial
sipil dan politik (civil

i Part
dengan hak-hak Ekﬂnﬂmi sosial dan pudaya.
rti Alexis de [ocquevilie dan Amy

pemenuhan hak-hak
imbangan inilah yang

memb emikir ;
uat para p n keadilan ekencmi dan

i denga
GUWEI'IFL me“ghlmungkaﬁ 'Ij:EI'I"I‘D“TEEE

kesejahteraan. iiiki makna di juar politik, yaitu

ke sederajatan kondis!

egalitarisme dan keinginan




gsiallah, menurut Tocqueville, ada kecenderungan untuk membentuk
pa;kumprulan-perhumpumn masyarakat madani yang mandiri. Di negara-
negara tempat warganya berdiri, tanpa melihat dan dibedakan berdasarkan
gsilah, banyak berdiri perkumpulan yang dibentuk oleh warganya sendin
ik mengasah kekuasaan meraka. Dari terbentuknya asosiasi-asosiasi
nilsh timbul rasa dan pemahaman kasetaraan. Perkumpulan ini lalu
melindungi dan melestarikan kesetaraan inl dengan mencegah kelompok lain
menjadi dominan. Sehingga, perkumpulan ini, bagi Tocqueville, memiliki duz

fungsi dalam sistem poitik eqalitanian: sebagai penjaga demokrasi. Demokrasi

tanpa kesederajatan kondisi sosial dan skonomi adalah demokrasi yang

pincang.

Disinilah terlinat bahwa mnanlidasi demokrasi tidak boleh hanya

berhenti pada reformasi prosedural, melainkan harus menjangkau hal yang

subtstantif. Demokrasi prosedural . atau po
lebih menekankan kemerdekaan
poliarki tak lain adalah
yang merebut kuasa melalul
memeriukan suatd versi
melibatkan uparE—UPE"-*’"_“‘ penca
Putnam (1 BEE}meﬁEi“QEman
pengamat kasual mengemuka - o-akonomis.

. keberd®
erat dengan modernitas dan
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Dengan demikian, perbaika
' N prosedur demokrasi
harus seiring

dengan perhatian terhadap kemajuan dan demokratisasi ekonomi. Ada
I pun

ysaha demokratisasi ekonomi ini harus bersandar setidaknya pada dua sendi

pokok

. Proses ekonomi terinstitusikan tidak tidak boleh berwatak oligarkis. Ini
herarti bahwa rakyat harus secara sungguh-sungguh dilibatkan partisipasi
aktif dalam pengambilan keputusan yang bersifat umum dan makro.

+  Struktur-struktur ekonomi terinstitusikan yang ada tidak boleh berbentuk
atau memiliki relasi kuasa timpang. Dengan kata lain, struktur ekonomi ini

harus di demokratisasi seluas mungkin sehingga makin mengecilkan

ketimpangan ekonomi yand telah ada supaya pada akhimya tercapai

suatu kesetaraan (bukan kesamaan) ekonomis gaat mana tiap-tiap warga

negara memiliki kemandirian untuk turun berpartisipas! aktif dalam proses

demokrasi.
krasi untuk kasejahteraan masyarakat.

ICMI melihat Islam dan demo ”
si seharusnys

Sehingga periu diartikan pahwa |slam dan demaokra

ior. PoOI3 berfikir linier ini hanya akan

dipshami dalam pol@ perfikir 11
kita |_.|I."lt|.-|:|It

pergarak dari kesejahteraan ke

mengarahkan masyarakdt . seperti pengalaman negars-

kesejahteraan tanpa makna: pertumbuhan  yang

negara maju yand berd ini telah lama

3 Eig jal : .
digerakkan oleh spirit mater! Nobel dibidang ekonomi) yang sampat

ner
dllciti oleh Amartya Sen (P8
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da kesimpulan
pa bahwa pembangunan ity
arus  ditujukan
pada

rembebasan. la mengingatkan bahwa
| pembangunan ity
eh
dgtujukan untuk menggunting seluruh hambata S
kebebasan setiap o T
p orang dalam mengembangkan potensi
G | ensi dan energl secara
gan nilai yang diyakininya. Berkaitan dengan hal t
ersebut
ICM |
| berpeluang untuk menyempurnakan gagasan Sen itu deng
an
mengelaborasi frase "sesuai dengan nilai yang diyakininya®, Dalam konteks
ini. frase tersebut harus dikat dengan nilai kolektif, yang dapat menjamin
keutu innabili '
han dan sustainnebilitas kehidupan bersama berdasarkan prinsip-

prinsip lllahiah yaitu kebaikan, kepenaran dan keadilan.

Dengan demikian, tema |slam, demokrasi dan kesejahteraan ini periu

ditambahkan dengan nilai keutuhan dan sustainbilitas bagi kehidupan
bersama. Sehingga semua komponen atau term tersebut (demokrasi,
nabilitas) memiliki »causal relationship” yang

kesejahteraan, unity dan sustai

lam pola berfikir sirkularitas. Jadi
kan potensi kolektif guna

harus diapresiasi da demokrasi itu adalah
ntuk mengoptimal

raan yand
ity hamya dapat tercipta pila ia

mekanisme yang ditujukan U
an, Kesejahte
kasejahteraa’
ma yand sekal

m : i kita kehendaki ini harus
encapai kesejahterd

bermakna. Kebermaknaan dari
ytuhan persd

gus dapat menjamin

dapat memelinara ke T
. Pandangan

keridho'an Allah S
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dan kolektif untuk

sustanibilitas kehidupan pers
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ta-cita IndvidV
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mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat , konsep ICMI seial
; selalu kan

yembali pada landasan Tuhan (Wawancara, Ors Nurdin Halik)

Guna mendapatkan keridho'an Allah SWT, disyaratkan agar semua
pregram pembangunan didasarkan pada nilai-nilai llahiah, seperti kebaikan,
kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, sebagai konsekuwensi pola
nerfikir sirkularitas, maka nilai-nilai lllahiah inilah yang menjadi basis dalam
pengembangan kualitas demokrasi yang ditujukan untuk menumbuhkan
partisipasi aktif masyarakat Indonesia secara penuh dalam berekonomi.

Guna mewujudkan cita-cita tersebul maka seluruh program yang

hendak dibangun harus koheren dengan cita-clta kolektif ICMI untuk me-

wurture” kehidupan kolektif umat Islam menuju keridho'an Allah SWT. Dalam

konteks inilah, masyarakat yangd dicitakan 1CMI ity disebut sebagal

masyarakat yang rahmatan lil alamin.

i a depan
- Makna demokrasi bagi |CMI untuk morientasi ke dep B
parkan peberapa hal yang menjadi

Dalam pembahasan ini gkan di P2

orientasi ICMI. Yakni | )
" epenaran dan keadilan) yang dicitakan

e - paikan, ¥ _
1_5[}“‘11 mﬁhlah {ke ) v sistem konstitusi bangsa.

ah bﬁﬁadﬂnha

hnya tel
aleh ICMI sesungguhn¥ pancasiia

yang dijabarkan dalam
Hal ini tercermin d
pembukaan dan batand
llahiah di bidang ekonom!

dalam pasal 27(1) ¥28 i




atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pasal 33
yang menegaskan agar semua cabang-cabang produksi dan seluruh s
sumber daya kolektif di Indonesia digunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat berdasarkan azas kekeluargaan. Ketentuan ini jelas
merefleksikan  kedaulatan rakyat yang memberikan mandat kepada
pemerintah untuk menyelenggarakan sistem ekonomi yang berpihak pada
rakyat (sistem ekonomi kerakyatan).

2 Sebagai konsekuwensi logis dari ketentuan pasal 27 dan 33
tersebut, pemerintah terikat oleh kewajiban untuk menyelenggarakan

pemerintahan dan melahirkan produk kebijakan publik yang bermanfaat bagi

pencapaian tujuan perdasarkan cita-cita yang digariskan dalam pembukaan

Uud 1945, secara normatif, pasal-pasal yand tertera dalam UUD 1945 itu

menjadi meta-nilai bagi pgmksanaan dan penye1mggaraan kekuasaan

bidang ekonomi. Dengan demikian, maka

pemerintahan, khususny2 @
hkan partisipas! akfif seluruh rakyat

negara berkewajiban untuk menumby ;
ional. Hal ini  mewajibkan

n akonomi nasi

Indonesia dalam membangu |
yang aeluaa-luasn;ra bagi masyarakat

a. Memperiuas kesﬂrrrpatﬂn

ng belum

lapangan pekerjaan yang | . p.otaﬂsi nasional ¥a

ian potens”
dilakukan melalul pEﬂQU‘P" imalisas!
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1 " pEi'IlEEﬂE.n.

pariwisata, dan industri kultural,

b. Memperluas kesempatan dan jaminan perlindungan berusaha bagi
pengusana mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perlindungan ini dapat
dilakukan dengan membatasi pendirian bentuk-bentuk usaha yang
mengklusterkan sumber-sumber penghasilan UMKM. Misalnya, dalam hal
pendirian Mall, Pemerintah dapat menggunakan kebijakan publik untuk
membatasi ijin dan pembangunan Mall sampai di tingkat propinsi saja. Selain
itu, pemerintah juga dapat membatasi dan melindungi masyarakat dan
pengakuisisian p.gngusaha-pengusaha besar atau konglomerasi.

- Makna kesejahteraan bagi ICMI

Setelah era reformasi, negara kita ini sepertinya terjadi yang dikatakan

—
demokrasi kebablasan. Sebagian orang yang menggagas demokrasi past
jannya akan sepert ini. Contohnya : pilkada.

tidak menyangka bahwa kejad

demokrasi digunakan. Tapi justru

Mungkin pada pelaksanaannys iimu

ang diharapkan. Malah banyak yand menjadi
¥

kenyataannya tidak sepert
an dan biayd yan

g digunakan sangat besar. Maka dari

Kor i ) _
ban, banyak kerug sional) temany? demokrasi

. ; Ehrm kera
itu hasil dari SILAKNAS (silatur . - i demokrasi, tapl

e hesajahteraan’- | i untuk bagaimana berpendapat,

bukan demokrasi ietapi demokrasi

FlHihﬂﬂ.
bagaiman mendapal h

untuk kesejahteraan. (WaWe"




| a

hanya menyangkut peningkatan kualitas pendapatan (i )
income) dan

aksesabilitas  pekerjaan  yang layak bagi : e
menyangkut peningkatan kualitas keseh ) maf“mm i
atan, pendidikan, dan semangat
keagamaan yang bermoral. Selain itu, aspek penting lainnya yang harus
diperhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan yang bermakna itu, adalah
peregakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, demokrasi untuk
kesejahteraan ini, harus diarahkan guna meningkatkan kualitas pendidikan,
kesehatan, keagamaan, dan kegairahan dalam menegakkan hukum dan
keadilan. Oleh karena itu, ICMI mengusulkan -
1. Di Bidang Pendidikan

Memperluas akses informasi dan ieknologi yang menstimulasi aklifitas

pembelajaran yang lebih kreatif dan produkt. Hal ini dapat dilakukan e

sgs informasi dan teknol
mbaga pendidikan sosial dan

i bagi seluruh
perluasan dan pembebasan ak ogl
rakyat dengan memfasilitasi jembaga-ie
masiid, pondok-pondoK
dan teknologi yand memperiuas

pesantren dan remaja-
keagamasn, seperti masjid-

nstrumen infor masi

remaja id dengan | )
ja masjid deng ber-sumber pembelajaran

ses SU
kesempatan masyarakat dalam mengak

jarak jauh.
2. Di Bidang Kesehatal (osehalan Yand murah dan baik
ICMI harus mgmfﬂslhtﬂﬁl pel - il (CMI urituk memfasilitasi

et t
hingga ke tingkat desa. H&! [ e

g2

!/'-rt__—
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puﬁappusat kesehatan masyarakat di jem
baga-lembaga keagamaan sepert;
F.ondu}q-pﬂnduk pesantren, masjid-masjid dan | :
gin sebagainya. Selain itu
ICMI juga harus meninggatka i -
goatxan aksesabilitas publik atas obat-obat esensial
yang baik dan murah. Salah satu langkah efeklif yang dapat digunakan untuk
memperluas aksesabilitasatas obat-obatan ini, ICMI dapat mendorong
pemerintah agar mengkonstitusionalisasikan hak-hak paten atas produk-
produk esensial yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mempertahankan
sunvivalitasnya. (Hayyan UL Hag, Contructing of Technology, International
joumal,of  Technology ~ Tranferand  Commercialzation,  LTTC
Vol.6,No. 1, 2007, pp24-39).
3. Di bidang hukum

Karena ICMI barsandikan nilai Mahiah, maka ICMI juga berkewajiban

kolusi dan nepolisme (KKN). Dengan demikian,

dan peggiat dalam memberantas

untuk memberantas korupsi,

selain ICMI harus tampil sebaga perintis
I, | ksi dan
KKN, ia juga harus konsisten untuk melakukan refleksl introspe
i k impangan yang
koreksi diri guna membersinkan diré dari segala bentu penyl

pourkan aksistensi, wredibilitas, integritas
ha

da dan mengd .
pat mengancam 4] ini menuntut keberanian

il “alamin. H
1 £ E||'| rﬂhl'l'lﬂm" 5 L
CMI sebagai lembaga ¥ d uation menuiu grganisasi yang

dan kejujuran |CMI dalam malakuhan

o alamin.
kredibel, amanah dan cahmatan I 8

4. Di Bidang Keagamadn
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a. Saat ini, di Indonesia dis
nesia disinyalir terdapat lebih dari 250
aliran sesat.

Hal ini berpotensi melahirkan keterbelahan dalam agida
agidah umat yang da
pal

mengancam keutuhan Islam yang pada gl

. P gilirannya sangat berpotensi

mengancam keutuhan bangsa dan negara. Dalam konteks ini ICMI ha
| s
meningkatkan peran yang lebih senus untuk mengembangkan kualita
Ias
dakwah guna mendidik masyarakat agar mendapatkan pendidkan agidah
lslam yang benar sekaligus mengajak mereka yang telah kembali pada
gjaran agidah Islam yang benar, dan mencegah timbulnya aliran sesat baru

yang akan menambah ko mpleksitas permasalahan umat.
b. Dalam penentuan swal ramadhan dan hari raya, mengingat ICMI

sebagai perekat umat, maka ja berkewajiban memfasilitasi semua ormas

lslam agar berdialog dalam meanemukan kesepakatan untuk menentukan har

agar ICMI dapat menghilangkan benih-benih

raya yang sama. Hal ini penting
ICMI dalam memfasilitasi dialog

kelerbelahan umat. Selain itu, keperhasilan
Islam seluruh

yang bermakna ini akan

dunia dalam mengasuh kebutuhan umat

E[E_ﬂ. I‘{Elembagaan
n ku alitas

sat, Orwil dan

5. Di Bidang Pengy |
Immunikasi yang lebih

ICMI harus muntnﬂ““““’
tara ICMI PU
aa‘iembﬂslﬂﬂ"

Orsat dalam

intensif dan bermakna an

menata dan membanguf kualitas




BAB I

PENUTUP

A KESIMPULAN

Dari bebera i
pa pembahasan di atas mengenai nilai persamaan Islam
dan demokrasi serta implementasinya dalam perspektif ICMI, dan sesuai
; 1
dengan rumusan masalah ada beberapa hal dapat ditarik kesimpulannya

sebagail berikut

1. Dalam pandangan ICMI, nilai persamaan lslam dan demokrasi terdiri dar
dua indikator yaitu persamaan dalam periakuan dan persamaan dalam

n. Dengan merujuk pada teon weber yang

ma rasionallah yangd memainkan paran

memperoleh kesempata

berintikan pada nilai (1) sistem &03
kunci dalam menumbuhkan kapitalisme Barat, (2) agama mendukung

terciptanya masyarakat yang berfikil rasional.

Nilai persamaan yang dimaksudkan dalam lsiam dan demokrasi adalah

nasi terhadap wa

SARA) serta K@

FuiLm aka

rga negara tanpa memandang

tidak adanya diskrimi
as-kelas tertentu, dalam

suku, agama dan ras
n kebebasan dalam

berkehidupan sosial.

mengemukakan pendapat 427 fikiran:




A

g Peran Ketua, sekretaris dan Dewan pakar dalam mengimplemant
artasikan

nilai Islam dan demokrasi (persamaann perlakuan dan persamaan
memperoleh kesempatan) sesuai dengan teori Webar yang memfokuskan
pada institusi karena agama, sudah menunjukkan kemajuan dalam
berorganisasi walaupun tidak mendekati kesempurnaan, mengingat
adanya perbedaan latar belakang ideclogi yang mereka miliki. Walaupun
dalam ICMI mereka harus melepaskan baju ideclogi yang berbeda itu,
akan tetapi ego sentral tidak bisa dihapus dari individunya. Implementasi
dari lslam dan demokrasi adalah kesejahteraan unfuk masyarakat secara

umum tanpa melihat latar belakang suku, agama dan ras (SARA) yaitu:

implikasi demokrasi yang liahiah bagi peningkatan kesejahteraan dan

implikasi kesejahteraan yang bermakna.

B. Saran-saran

enelitian dengan inisiatif untuk memajukan

M  SE-INDONESIA (acmi),  dalam

ini mngusulkan

Berdasarkan tinjauan P
KATAN  CENDIKIAWAN ~ MUSL!
penEﬁliEH

. . : ka
pengimlementasian orientas! kerja, ma

beberapa saran sebagai perikut :

1, Dalam p-an',rusur"lﬁn ngra

prioritas, posiS

konsep, artinyd cmi P




berbagai permasalaharn umat, bangsa

dan negara terkhusus
mengenai nilai-nilai persamaan,

2. ICMI harus mampu mengimplementasikan ide serta gagasan yang

dikemukakannya. ICMI juga harus mampu memainkan peran
dalam berbagai kepentingan publik. Mampu memberikan keyakinan ,
dan harapan kepada umat untuk tetap berjuang mewujudkan suatu
tatanan masyarakat yang sama-sama diharapkan oleh bangsa
Indonesia, yakni masyarakat “madani® yang dicita-citakan, baik
ditingkat Oganisasi Pusat (Orpus), Organisasi Wilayah (Orwil),

Organisasi Daerah (Orda) maupun Organisasi Satuan (Orsat).
i ' tingan
ICMI juga harus mampu jadi “parekat” darl berbagai kepentinga

isapli rofiesi,
dan komponen umat dengan latar halakang disiplin dan p
=1

ang fungsi dan peran
mazhab. Ini akan menjawab apa dan bagaiman g

ICMI di masyarakat.
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